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MOTTO

Tetaplah rendah hati, seberapapun tinggi kedudukan kita Tetaplah percaya diri,
seberapapun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur dengan segala keadaan.
Karena, Bahagia itu bukan tentang "Apa?", tetapi tentang cara "Bagaimana?",
Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan saat ini kepada

kita.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A.Umum
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke

dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

| Tidak ditambahkan ol dl
- b h th
< t 5 dh
& ts & ‘(koma menghadap ke atas)
d j 4 gh
z h o f
¢ kh 3 q
3 d d k
3 dz J I
J r A m
2 z g n
o S S w
o sy ° h
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C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = & misalnya J& menjadi géla
Vokal (i) panjang = T misalnya J2 menjadi qila
Vokal (u) panjang = ( misalnya ¢g2 menjadi diina

(1544

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbhat di
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = smisalnya J$ menjadi gawlun
Diftong (ay) = ¢misalnya s menjadi khayrun
D. Ta’ Marbiithah ( (¢

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahtengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4wl 4w )2l menjadi
al-risalahli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

4ea , & menjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idh&fah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan......
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya’ Allah kana wa malam yasya lam yakun
4. Billah ,,azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan
nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan
penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa
nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis
dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan

“shalat”.
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ABSTRAK

Iva Maisaroh, 13220135, Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta
Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015
dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi di PT. Takaful
Keluarga Kota Malang). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing: Musleh herry, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Penghentian, Polis Asuransi, OJK, Fatwa DSN-MUI

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak
dalam bidang pertanggungan. Di zaman modern sekarang ini muncul asuransi
syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk produk,
pengelolaan, dan akad. Asuransi syariah menekankan prinsip syariah yaitu saling
bekerja sama, yang bertujuan untuk saling membantu dalam hal kebaikan diantara
peserta asuransi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
bagaimana praktik penghentian polis terhadap peserta yang dilakukan oleh
perusahaan asuransi ketika peserta asuransi tidak membayarkan premi sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati di dalam polis asuransi.

Penelitian ini terdiri dari tiga (tiga) rumusan masalah, yaitu Bagaimana
praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota
Malang, Bagaimana hukum  penghentian polis asuransi terhadap peserta
perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015, dan Bagaimana hukum
penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor
21/DSN MUI/X/2001. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan digunakannya metode penelitian
di atas adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara
dan dokumentasi mengenai praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di
PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik
penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Peraturan OJK Nomor
23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN MUI/X/2001 di PT.
Takaful Keluarga Kota Malang, penghentian polis asuransi terhadap peserta
dilakukan secara tertulis, dan untuk pengembalian premi atau dana yang telah
dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dilihat apakah produk asuransi yang
diikuti oleh peserta memiliki unsur tabungan atau investasi dan tidak memiliki
unsur tabungan (Tabarru’).
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ABSTRACT

Iva Maisaroh, 13220135, Termination of Insurance Policy To Participant
From The Perspective of Financial Services Authority (OJK)
Regulation No. 23 / POJK.05 / 2015 and Fatwa DSN-MUI No. 21 / DSN-
MUI / X / 2001 (Study in PT. Takaful Keluarga Malang City). Thesis.
Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic
University (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang, Supervisor: Musleh
Herry, SH, M.Hum.

Keywords: Termination, Insurance Policy, OJK, Fatwa DSN-MUI

Insurance is one of the non-bank financial institutions engaged in the field
of coverage. In modern times as today there is sharia insurance that uses the
principles of sharia in the form of products, management, and akad (contract).
Sharia insurance emphasizes Sharia principles of mutual cooperation, which aims
to help each other in terms of kindness among other insurance participants. In this
study the researcher wanted to know how the practice of termination of the policy
to the participants by the insurance company when the participants of the
insurance did not pay the premium according to the time specified and agreed in
the insurance policy.

This research consisted of 3 (three) problem formulations, they were How
the practice of termination of insurance policy to participants in PT. Takaful
Keluarga Malang City, How the law of termination of insurance policy to the
participants from the perspective of OJK Regulation No. 23 / POJK.05 / 2015, and
How the law of termination of insurance policy to participants from the
perspective of Fatwa DSN-MUI No. 21 / DSN MUI / X / 2001. This research
used the type of empirical law research with qualitative descriptive approach. The
reason of the use of the research methods above was to obtain the required data
through interviews and documentation regarding the practice of termination of
insurance policy to the participants in PT. Takaful Keluarga Malang City.

Based on the result of the research, it could be concluded that in the practice
of termination of insurance policy from the perspective of OJK Regulation
Number 23 / POJK.05 / 2015 and of Fatwa DSN-MUI Number 21 / DSN MUI /
X [ 2001 in PT. Takaful Keluarga Malang City, termination of the insurance
policy to the participants was done in written, and to refund the premium or fund
that had been paid by the participants to the company it was examined first
whether the insurance products of the participants had the element of savings or
investments and did not have a savings element (Tabarru’).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang
bergerak dalam bidang pertanggungan. Dengan adanya asuransi bisa
memberikan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi
tidak perlu cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa
mendatang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika
sewaktu — waktu terjadi musibah atau bencana kita tidak dipusingkan dengan
pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan
menanggung semua itu sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional
dengan ragu-ragu, bahkan ada yang berkeyakinan bahwa praktik dalam
asuransi konvensional itu cacat dan tidak sesuai dengan syariat. Pada garis
besarnya terdapat tiga macam pandangan ulama terkait dengan asuransi, yaitu
'Pertama: menurut ulama Yusuf al-Qardawi, sayyid sabig, Abdullah al-Qalili,
dan Muhammad bakhit al-Muth’i, berpendapat bahwa asuransi dalam segala
bentuk dan cara operasinya hukumnya haram karena, alasan-alasan bahwa
asuransi sama dengan judi,mengandung unsur-unsur yang tidak pasti,
mengandung unsur riba, dan asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar

mata uang tidak tunai dan lainnya.

! Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), h. 53-54.



Kedua, menurut Ulama Abdul Wahab al-Kalaf, Nejatullah as-Shidiqi,
dan Mustafa Ahmad az-Zagra, berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal
dan diperbolehkan dalam Islam dengan alasan tidak ada nash yang melarang
asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling
menguntungkan kedua belah pihak, dan asuransi termasuk koperasi.

Ketiga, menurut Muhammad Abdu Zahrah, berpendapat bahwa
asuransi sosial diperbolehkan dan komersial hukumnya haram, alasan
kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang
bersifat komersial hukumnya haram dan sama pula dengan alasan kelompok
kedua dalam asuransi yang bersifat sosial hukumnya diperbolehkan. Alasan
kelompok yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil
yang tegas haram dan tidak haramnya asuransi.

Adanya perbedaan pendapat dari para Ulama terkait dengan asuransi
bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi. Kini hadir konsep asuransi
syariah yang biasa disebut dengan tadhamun, takaful, at-ta 'min atau asuransi
syari’ah dengan pengertian saling memikul resiko diantara sesama orang
sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko
yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong
dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’
dana Ibadah, sumbangan yang ditunjukkan umtuk menanggung risiko. Dalam

asuransi Syariah terdapat dua (2) macam akad yang digunakan vyaitu:



Pertama: Akad Tabarru’ (Rekening dana tolong menolong dari seluruh
peserta). Kedua: Akad Tijarah (bagi hasil/mudharabah).®

Kini telah hadir asuransi syariah sebagai solusi alternatif terhadap
asuransi konvensional. Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan
yang begitu signifikan dibidang asuransi. Perusahaaan asuransi memberikan
produk-produk yang menjanjikan terhadap tertanggung bukan hanya
perlindungan jiwa saja tetapi juga terdapat dana investasi, hal ini makin
terbukanya peluang besar membuat persaingan di pasar asuransi semakin
ketat, salah satunya yang berperan dalam persaingan di pasar asuransi adalah
Perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga Kota Malang.

Asuransi syari’ah menerapkan prinsip-prinsip kebaikan yang
mengarahkan masyarakat untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong
(ta’awun), saling bertanggung jawab, saling melindungi dan iktikad baik.?
Karena prinsip-prinsip dalam syari’ah mengajak kepada manusia untuk
mempererat ukhuwah dan saling membantu meringankan masalah yang
dihadapi sesamanya.

Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung
hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku
(polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa
dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai

akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Salah

> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan Sistem Operasional,
(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 43.
* Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and General), h. 228-237.



satu kewajiban tertanggung atau peserta polis adalah membayar premi dalam
waktu-waktu tertentu yang disepakati.

Di antara dalam memberi perlindungan terhadap harta seseorang.
Hukum Islam memberikan pedoman, patokan, dan peraturan atau norma,
prinsip dalam mencari atau jalan memperoleh dan menggunakan harta harus
ditaati dan dilaksanakan oleh setiap muslim, sehingga terhindar dari praktik-
praktik yang dilarang dalam Islam yang akibatnya akan merugikan bagi diri
sendiri dan orang lain. Demi tegaknya keadilan, Islam telah menganjurkan
akan adanya kekuatan dalam akad. sebab tidak dimungkinkan perselisihan akan
terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan akad, baik itu ditimbulkan
karena kelalaian atau kesengajaan.

Pada hakikatnya perlindungan tertanggung dalam Islam merupakan
repsentasi perlindungan Islam terhadap atas hak (harta) seseorang atau
sekelompok dan al-Quran sebagai landasan utama ajaran Islam menempatkan
harta benda sebagai salah satu unsur terpenting bagi kemaslahatan umum.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka hukum
Islam juga memiliki peranan penting terhadap perlindungan hukum bagi
tertanggung. Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan pendapat para ulama yang
merupakan sumber dari perlindungan hukum bagi tertanggung dalam Islam.

Berangkat dari permasalahan  yang terjadi ketika peserta atau
pemegang polis tidak membayarkan premi atau konstribusi sesuai waktu yang
telah diperjanjikan. Maka perusahaan asuransi menghentikan polis asuransi

terhadap peserta atau pemegang polis. Hal ini dikarenakan, peserta tidak



membayarkan premi sesuai waktu yang telah  diperjanjikan. Sebelum
perusahaan asuransi menghentikan polis asuransi terhadap peserta atau
pemegang polis, perusahaan asuransi telah memberikan batasan waktu kepada
peserta atau pemegang polis untuk membayarkan premi yang tidak dibayarkan.
Ketika polis asuransi dinonaktifkan karena, dihentikan oleh perusahaan
asuransi. Maka peserta atau pemegang polis tidak bisa melakukan klaim
apapun jika terjadi musibah atau bencana yang menimpa dirinya, sebab
perusahaan asuransi tidak bisa memberikan jaminan klaim atau
mengembalikan premi yang telah dibayarkan secara penuh kepada peserta atau
pemegang polis.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/PJOK.05/2015
tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang ditegaskan dalam
Pasal 27 (Penghentian Pertanggungan) ayat 2 : *

“Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang
tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian
premi atau konstribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara
proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi
bagian premi atau konstribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan
pialang asuransi, agen asuransi, dana/atau tenaga pemasar’.

ayat 3:

“Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi
yang memiliki unsur tabungan dana/ atau investasi, Perusahaan harus

membayar paling sedikit sejumlah:” a. nilai tunai atau cadangan akumulasi

dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah. b.

* Peraturan OJK No. 23/PJOK.05/ 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi.



akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip
syariah.

Sebagai sebuah perusahaan yang besar perusahaan asuransi PT. Takaful
Keluarga Kota Malang diperlukan suatu tanggung jawab terutama bagi peserta
asuransi atau pengguna jasa asuransi. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas
tentang faktor terjadinya penghentian atau penonaktifan polis asuransi secara
sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap peserta serta bagaimana
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik
pengentian polis asuransi terhadap peserta dengan mengkaji melalui
pendekatan OJK dan Fatwa DSN-MUI tentang asuransi. Maka, dalam
penelitian ini penulis mengambil judul “Penghentian Polis Asuransi Terhadap
Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 /DSN-MUI/X/2001”".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful
Keluarga Kota Malang?

2. Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful
Keluarga Kota Malang perspektif Peraturan OJK  Nomor

23/POJK.05/2015?



3. Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful
Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penghentian polis asuransi terhadap
peserta di Takaful Keluarga Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dan memahami praktik penghentian polis asuransi
terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Peraturan
OJK Nomor 23/POJK.05/2015.

3. Untuk mengetahui dan memahami praktik penghentian polis asuransi
terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN

Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai manfaat
baik secara teoritis maupun praktis dan mudah-mudahan dapat bermanfaat
bagi peneliti, maupun bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
1. Secara Teoritis

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai manfaat

baik secara teoritis maupun praktis dan mudah-mudahan dapat



bermanfaat bagi peneliti, maupun bagi para pembaca dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan.
2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau menjadi pedoman peneliti sebagai
referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan perbandingan pada
penelitian selanjudnya pada topik sejenis untuk menyempurnakan
penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang

industri asuransi syariah di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Polis Asuransi : Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan akta perjanjian
asuransi, serta dokumen lain yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis
dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan
asuransi dan pemegang polis.”

2. OJK : lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan
Pemasaran Produk Asuransi, h. 3.



keseluruhan Kkegiatan di dalam sektor jasa
keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal,
dan sektor jasa keuangan non-bank seperti
Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.®

3. Fatwa : Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran
pada  suatu masalah  yang berkaitan
dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa
Arab artinya adalah “npasihat”, “petuah”,
"Jawaban” atau “pendapat”. Adapun Yyang
dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat
resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau
perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan
oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan
atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
olen peminta fatwa (mustafti) yang tidak
mempunyai  keterikatan. Dengan  demikian
peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau
hukum fatwa yang diberikan kepadanya.’

4. DSN-MUI : Lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara
struktural berada dibawah MUI dan bertugas

menangani masalah-masalah yang berkaitan

® Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
" http://Fatwa-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, diakses 28 April 2017.



https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mufti
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama

dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan
langsung dengan lembaga keuangan syariah
ataupun lainnya.

Penghentian polis asuransi terhadap peserta yang dilakukan
perusahaan asuransi perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah
penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan oleh perusahaan
asuransi karena, peserta tidak membayarkan premi sesuai dengan waktu yang
telah diperjanjikan di dalam kontrak atau polis. Maka perusahaan asuransi
akan menghentikan status polis dari peserta tersebut. Dari penghentian polis
asuransi terhadap peserta akan dianalisis menggunakan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor

21/DSN-MUI/X/2001.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian
pembahasan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan
penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun secara
sistematis sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang peneliti dalam

judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah sesuai

& http://dsnmui.or.id//, diakses 25 April 2017.
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BAB 11

dengan latar belang penelitian serta mencantumkan tujuan dan
maanfaat penelitian. Bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan
pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti kepada pembaca.

: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang
didalamnya memuat gambaran umum tentang asuransi Syariah,
penghentian polis asuransi terhadap nasabah perspektif Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-
MUI/X/2001. Bertujuan sebagai bahan analisa antara teori dengan
permasalahan yang berada di lapangan yang menjadi pokok

permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB Il1: Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian dengan cara menjabarkan
pelaksanaan penelitian mulaim dari jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode uji
keabsahan data.. Bertujuan sebagai alat yang digunakan dalam
penelitian dan bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan

penelitian dilapangan atau tempat tujuan.

BAB 1V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang
penghentian polis asuransi terhadap nasabah perspektif Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK/2015 Pasal 27 dan Fatwa DSN-

11



BAB V

MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Studi Takaful Keluarga Kota
Malang. Bertujuan sebagai hasil dari penelitian yang menjawab
permasalahan yang diteliti.

: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini merupakan bagian
penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.
Kesimpulan diambil dari intisari hasil analisis terkait masalah yang diteliti.
Bertujuan sebagai penjelas atau kesimpulan dari keseluruhan bab kepada
pembaca yang berupa kesimpulan dan saran atas penelitian yang diteliti.
Daftar Pustaka merupakan sumber rujukan yang diambil dari buku,

peraturan perundang-undangan, skripsi, dokumen-dokumen dan lain

sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini,
berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh
peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Skripsi Siti Affenti berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang
Perwakilan Surakarta)”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan
hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah di PT Asuransi Takaful
Kantor Cabang Perwakilan Surakarta. Menggunakan jenis penelitian
normatif atau pustaka dengan cara meneliti data sekunder yang
membahas tentang asuransi syariah dan perlindungan hukum nasabah
asuransi syariah. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan Asuransi
Takaful menunjukkan bahwa asas-asas perlindungan terhadap nasabah
tertanggung dalam asuransi Takaful adalah asas saling bertanggung
jawab, asas saling membantu dan asas saling melindungi antar sesama

nasabah.®

° Siti Affenti, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT
Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta), Skripsi, ( Surakarta: Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2009).
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2. Jurnal Ni luh Putu Ririn Kusumayanti berjudul: “Penonaktifan Polis
Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Akibat Pelanggarn Iktikat
Baik dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance”, (Denpasar:
Universitas Udayana, 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.
Peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana Penonaktifan polis terjadi
karena adanya itikad tidak baik yaitu pelanggaran terhadap perjanjian
asuransi yang dibuat. Spesifikasi dari pelanggaran tersebut yaitu dalam
hal pengajuan SPAJ yang nanti akan disetujui oleh pihak asuransi,
dimana nasabah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan
kenyataan. *°

3. Skripsi Fathurrahman Pratama berjudul: “Implementasi Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau dari UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. AIA
Financial).” Penelitian ini memfokuskan 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:
Pertama, implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis
bancassurance ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen; Kedua, hambatan yang ditemukan dalam memberi
perlindungan hukum kepada nasabah bancassurance; Ketiga, upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi
pemegang polis bancassurance berdasarkan UU No.8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Hukum Konsumen. Metode penelitian yang

' Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti, Penonaktifan Polis Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi
Akibat Pelanggarn Iktikat Baik dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance, Jurnal,
(Denpasar: Universitas Udayana, 2010).
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dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan
yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT. AIA
Financial cabang Jakarta. Sumber data meliputi data primer dan data
sekunder. Keabsahan data didasarkan pada empat Kkriteria vyaitu:
kepercayaan, keterlatihan, ketergantuangan, dan kepastian. Adapun hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah
bancassurance masih belum terimplementasi dengan baik.Hak nasabah
bancassurance masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha
bancassurance. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Peransuransian seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum
kepada nasabah bancassurance, tetapi pada faktanya Undang-Undang
No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian tidak memiliki
pengaturan secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah
bancassurance, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang
menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah
bancassurance, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.'

Berikut ini tabel perbedaan dan persamaan antara beberapa

penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

Y“Fathurrahman  Pratama, Implementasi  Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis
Bancassurance Ditinjau dari UNdang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi di PT AIA Financial), Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang,
2013), h.vii.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Identitas Judul Metode Perbedaan Persamaan
Peneliti Penelitian
Siti Affenti, | Perlindunga | 1. Metode 1. Objek 1. Membahas
Universitas | n Hukum penelitian penelitian tentang
Sebelas Terhadap normatif berada di PT | perlindunga
Maret Nasabah 2. Sumber Asuransi n  hukum
Surakarta, | Dalam data Takaful terhadap
2009 e meliputi Kantor nasabah

| data Cabang asuransi

yariah - .

(Studi di PT primer dan Perwakilan

< sekunder Surakarta

Asuransi 2. Menggunakan

Takaful jenis

Kantor penelitian

Cabang normatif

Perwakilan

Surakarta)
Ni luh Putu | Penonaktifan |1. Metode 1. Objek 1.Membahas
Ririn Polis Secara penelitian penelitian tentang
Kusumayan | Sepihak yuncﬁs berada Q| PT penonaktifa
ti, Oleh empiris Prudential . oolis
Universitas | Perusahaan 2. Sumber Life vy
Udayana Asuransi data Assurance _
010 | Akibat meliputi sepihak

Pelanggaran fata

Itikad Baik primer

Dari dan

Nasabah sekunder

Pada PT.

Prudential

Life

Assurance
Fathurrahma | Implementasi | 1. Metode 1. Objek 1.Membahas
n Pratama, | Perlindungan Penelitian penelitian tentang
Unive_rsitas Hukum Bagi kualitatif berada di PT. | perlindunga
Negeri Perr_legang dengan AlA n hukum
Semarang, Polis mengguna Financial bagi
2013 Bancass_u_ra_nc kan 2. Menggu_naka pemegang

e  Ditinjau pendekata n tinjauan
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dari UNdang- n yuridis uu No.8 | polis
Undang No. 8 normatif Tahun 1999
Tahun 1999 | 2. Sumber tentang
tentang data Perlindungan
Perlindungan meliputi Konsumen
Konsumen sumber
(Studi di PT| data
AlA primer
Financial) dan
sekunder

B. Kajian Pustaka

1. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang
terdiri dari kata “assurandeur” yang berarti penanggung dan
“geassureerde” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa
Perancis disebut menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam
bahasa Latin “Assecurare” yang berarti meyakinkan orang lain.
Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “Insurance” yang berarti
menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan
“Assurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.*?

Adapun pengertian asuransi menurut Mark R. Green Asuransi
adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan
jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang

cukup besar jumlahnya. Mark R. Green juga berpendapat bahwa kerugian

12 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002),

h.276.
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yang muncul secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas
tertentu. Sedangkan menurut menurut Undang-undang Republik Indonesia
nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian
antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang
menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai
imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya
suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang
didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang
didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya
telah ditetapkan san/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*®
Menurut KUHD Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima
suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.**
Dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara

kedua belah pihak vyaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan

tertanggung (pemegang polis) yang mengikatkan diri dalam suatu

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014.
¥ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (-: Grahamedia Press, 2013), h. 75.
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perjanjian asuransi, dimana teranggung membayarkan premi kepada
penanggung guna menanggung sesuatu yang belum terjadi.
b. Prinsip Dasar Asuransi
Dalam industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi
jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh
penyelenggaraan kegiatan perasuransian, antara lain:*>
1) Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)
Insurable Interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan
pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat
dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta.
Prinsip ini adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki
seseorang agar dapat mengadakan asuransi secara valid.
2) Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)
Utmost Good Faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan
sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala faktafakta penting yang
berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
3) Indemnity (Indemnitas)
Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan
merupakan kontrak indemnity atau “kontrak penggantian kerugian”.
Maksudnya, berdasarkan prinsip ini batas tertinggi kewajiban
penanggung adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama

dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian

1% Hasan Al , Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 77.
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tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada
kerugian yang diderita.

4) Subrogation (Subrogasi)
Pada umumnya, seseorang Yyang menyebabkan suatu kerugian
bertanggung jawab atas kerugian itu. Dalam hubungannya dengan
asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti
kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung
melunasi kewajibannya pada tertanggung.

5) Contribution (Kontribusi)
Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar
penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung
berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu
pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda
tertanggung).

6) Proximate Cause (Kausa Proksima)
Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang
aktif dan efisien. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah
penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam

kondisi polis asuransi atau tidak.

c. Asas-asas Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam

KUH Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai
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perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada
beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam
hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata perlu
diperhatikan. Asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut
adalah sebagai berikut:®
1) Asas Konsensual
Dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat
sahnya perjanjian, yaitu:'’
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c¢) Suatu hal tertentu;
2) Suatu sebab yang halal
Asas konsensual diambil dar salah satu syarat perjanjian yaitu adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan memberikan pilihan
kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada
perjanjian dengan akibat hukumnya. Pasal 1320 ayat (10 menjelaskan
bahwa, perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya
kesepakatan (Consensus) dari para pihak yang membuatnya. Selain
paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan, dan
kesalahan.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

18 Tyti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.42.
" R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h.

339.
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4)

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan

bahwa, “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undangg bagi mereka yang membuatnya.'®

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak meliputi:*®

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia membuat
perjanjian;

c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi dari perjanjian yang
dibuatnya;

d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;

e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

f) Kebebasan untuk menerima atau ketentuan undang-undang yang
bersifat opsional.

Dengan adanya kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

berarti, juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Dari Pasal tersebut

melahirkan beberapa asa, antara lain asas kebebasan berkontra, asas

kekuatan mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas

keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,”

apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak

'® R. subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 342.

9 sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: I1Bl,-), h. 47.

20 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 342.
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penanggung dan tertanggung atau pemegang polisterikat untuk
melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab,
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan
mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki akibat hukum,
hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

5) Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan
perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa
satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi
seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi
perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terkait
untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.?*

6) Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan
perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam
hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

7) Asas Kepastian Hukum
Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. kepastian ini dapat
dilihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu dalam undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1338
ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa,” Perjanjian-perjanjian

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak

2! Abdulkadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1990), h. 25.
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atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu”.?

8) Asas lktikad Baik
Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa. “ Perjanjian-perjanjian harus
dilaksanakan dengan iktikad baik”.**Asas iktikad baik ini berlaku untuk
semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula
secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para

pihak harus menjalankan kepatutan.

d. Jenis-jenis Asuransi
Dalam bab Il Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
dikemukakan tentang jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia,
diantaranya sebagai berikut:
1) Asuransi Kerugian (non life insurance)
Yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan menfaat dan tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa
yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian adalah:
a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan,
petir,kecelakaan kapal terbang, dan lainnya;

b) Asuransi pengangkutan;

*2 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 342.
2 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 342.
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c) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi
kebakaran dan pengangkutan.
2) Asuransi Jiwa (life insurance)
Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan
resiko yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya
seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa ini adalah;
a) Asuransi Berjangka (term insurance);
b) Asuransi Tabungan (endowment insurance);
c) Asuransi Seumur Hidup (whole life insurance);
d) Anuitas (annuity contract insurance).
3) Reasuransi (reinsurance)
Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam
pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan
asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Asuransi ini
digolongkan dalam :
a) Bentuk treaty;
b) Bentuk facultative;

c) Kombinasi dari keduanya.

2. Asuransi Syariah
a. Pengertian Asuransi Syariah
Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah

takaful yang berasal dari bahasa Arab yaitu takafala-yatafulu-takaful yang
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berarti saling menanggung atau saling menjamin. 2*Asuransi dapat
diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau
penjaminan atas risiko kerugian tertentu.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional
(DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling
melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui
investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai
dengan syariah.?

Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal
dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi
Syariah merujuk kepada : (1). Agila: yaitu saling memikul atau
bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). Muwala:. yaitu perjanjian
jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang Yyang tidak
memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang
dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang
tidak ada ahli warisnya. (3). Tanahud: yaitu dua orang atau lebih
berserikat membiayai suatu “kebutuhan” dengan saham yang sama.

Dalam ekonomi Islam, asuransi syariah merupakan lembaga
keuangan syariah nonbank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau
pertanggungan risiko. Karenanya, asuransi syariah dapat dilihat sebagai

lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan nonbank yang

** Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), h. 32.
2> Fatwa DSN Nomor 21/ DSN-MUI/ X/ 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
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beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko kepada
para nasabahnya.?

Di dalam al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan secara tekstual
tentang ketentuan asuransi syariah, tetapi di dalamnya terdapat
seperangkat prinsip-prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan
atau pertanggungan. Oleh karena itu para ulama menggali prinsip-prinsip
muamalah dalam al-Qur’an dan sunnah sebagai landasan hukum bagi
pembentukan lembaga keuangan syariah nonbank sejenis asuransi syariah.

Dari beberapa pengertian di atas, asuransi Syariah berarti
merupakan pihak penanggung atau penjamin atas segala risiko kerugian,
kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami nasabah (pihak
tertanggung). Dalam hal ini, si tertanggung mengikatkan perjanjian
(penjaminan risiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan
sebagainya berdasrkan prinsip bagi hasil berdasarkan pola pembagian
keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) yang disepakati kedua

belah pihak.

b. Sumber Hukum Asuransi Syariah
Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam,
sedangkan sumber hukum dalam syariat Islam adalh Al-Qur’an, Sunnah,

Iima’, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, U’rf, dan Maslahah Mursalah.

% Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, h. 149.
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Terdapat beberapa landasan hukum asuransi syariah di antaranya
adalah:
1) Al-Qur’an
Dalam al-qur’an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik
asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang
praktik asuransi syariah. Akan tetapi dalam al-qur’an terdapat ayat
yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam, antara lain:
a) Perintah Allah mempersiapkan hari depan Firman Allah Surat Al-

Hasyr ayat 18:

s T 3 o = AW Y o, 2 o8 @ 26 2~ @ 5%

alll O) o all) 1galg 3 uR) Ead8 G e slaidls Al 1S 16AT ) LT g
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan g
b) Perintah Allah untuk Saling Tolong-menolong dan bekerja sama

(Firman Allah Surat Al-Bagarah 185):

18 5495 20 1K &y
Artinya: “Allah tidak menghendaki kemudahan bagimu, dan

Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*®

c) Firman Allah Tentang Prinsip-prinsip Bermuamalah
Sle L) pW A 28T L skl b T gy

20%

Gl K By g 2t 5 J4 2

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 548.
%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 28.
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Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang
dikehendaki- Nya .

2) Hadits

a) H.R Muslim

gfgioz&wsykjwmy@\g;:é;;m;;;;s;;}éé\y
3l B 25 it e 52g Gag ) i B 0 B S0 i
=W

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda:
“barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang
mu’min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari
kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu’min, maka

Allah SWT akan mempermudah urusan di dunia dan akhirat. (H.R.
Muslim).*

b) H.R Muslim
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“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi
dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian
menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim
dari Nu’man bin Basyir).

¢) H.R Muslim
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“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah
bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 106.
%0 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 116.
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c. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauhberbeda

dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam. Prinsip

tersebut diantaranya sebagai berikut:*

1) Tauhid (Unity)
Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentukbangunan yang ada
dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah
bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah
yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilainilai keadilan
antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam
hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban
antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-menolong (ta’awun)
Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasaridengan
semangat tolong-menolong (fa’awun) antara anggota (nasabah).
Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan
motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang

mendapatkan musibah atau kerugian.

31 Hasan Ali , Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 125.
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4) Kerja Sama (cooperation)
Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam
literatur ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat
berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah
pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi.

5) Amanah (trustworthy/ al-amanah)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam
nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui
penyajian laporan keuangan tiap periode. Sedangkan prinsip amanah
juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Nasabah asuransi
berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan
pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang
menimpa.

6) Kerelaan (al-ridha)
Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada tiap
nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan
sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang
difungsikan sebagai dana sosial (tabarru’).

7) Larangan riba
Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbangan apa
pun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan

keadilan dan persamaan.
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8) Larangan ketidakpastian (gharar)
Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-kZida ’(penipuan) yaitu suatu
tindakan yang di dalamya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara
syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus
dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

9) Larangan Judi (maisir)
Unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun
di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam
asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu
membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya
tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali

uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

d. Konsep Dasar Asuransi Syariah dalam Islam
Dalam literatur figih klasik terdapat beberapa konsep yang
mengarah kepada konsep At-7a 'min (asuransi), berdasarkan syariah Islam,
diantaranya sebagai berikut:*?
1) Al’agilah
Saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Agilah
merupakan istilah yang mahsyur di kalangan fugaha, yang dianggap
oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah. Jadi

Agilah merupakan tanggung jawab kelompok, sehingga para ahli

3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and General), h. 82-84.

32



hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok
itu terdapat pada system agilah sebagaimana dipraktekkan oleh kaum
Mubhajirin dan Anshor.

2)Al-Muwalat (perjanjian jaminan)
Yaitu perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseorang yang tidak
memilliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju
untuk menanggung bayarannya, jika orang yang dijamin tersebut
melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka
penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

3) Al-Qasamah
Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem
ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau
pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis.

4) Aqd al-hirasah
Kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terrjadi berbagai
kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia
membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya,
dimana ia membayar sejumlah uang kepada penanggung, dengan
kompensasi keamanannya akan dijaga oleh penanggung.

5) Al-Wadi’ah biujrin
Kontrak wadi’ah ini jika terdapat kerusakan barang ketika

dikembalikan, maka pihak penerima wadi’ah wajib menggantinya.
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Karena, ketika menitipkanpihak penitip telah membayar sejumlah uang
kepada tempat penitipan.
Bentuk-bentuk muamalah di atas, memiliki kemiripan dengan
prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai
acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional dan

sesuai syariah Islam.

e. Jenis-jenis Asuransi Syariah
Asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :*
1) Asuransi Jiwa (life insurance)
Dalam asuransi jiwa ini fokus utamanya adalah memberikan layanan
dan bantuan yang menyangkut jiwa dan keluarga yang mana untuk
mempersiapkan diri dalam kehidupan yang akan datang seperti dana
siswa untuk masa depan anak, dana haji untuk mempersiapkan bekal
haji, dan lain-lain. Dalam Asuransi Takaful, asuransi jiwa dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Produk yang ada unsur tabungan (Saving)
(1) Takaful Dana Investasi
(2) Takaful Dana Siswa
(3) Takaful Dana Haji
(4) Takaful Dana Jabatan

(5) Takaful Hasanah

3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and General), h. 638-641.
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b) Produk-produk Individu (Non Saving)
(1) Takaful Kesehatan Individu
(2) Takaful Kecelakaan Diri Individu
(3) Takaful Al-Khairat Individu
¢) Produk-produk Kumpulan
(1) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
(2) Takaful Kecelakaan Siswa
(3) Takaful Wisata dan Perjalanan
(4) Takaful Pembiayaan
(5) Takaful Majelis Taklim
(6) Takaful Al Khairat
(7) Takaful Medicare
(8) Takaful Al-Khairat+ Tabungan Haji (Takaful luran Haji)
(9) Takaful Perjalanan Haji dan Umrah
2) Asuransi Umum (general insurance)
Asuransi syariah yang fokus utamanya adalah memberikan pelayanan
dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti
perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga dan kendaraan
bermotor. Dalam Asuransi Takaful terdiri dari :
a). Produk-produk Simple Risk
(1) Takaful Kebakaran (fire insurance)
(2) Takaful Kendaraan Bermotor (motor vehicle insurance)

(3) Takaful Kecelakaan Diri (personal accident insurance)
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c) Produk-produk Mega Risk
(1) Takaful Kebakaran (industrial risk)
(2) Takaful Rekayasa (engineering insurance)
(3) Takaful Pengangkutan (cargo insurance)
(4) Takaful Surety Bond (construction contract insurance)
(5) Takaful Rangka Kapal (marine hull insurance)
(6) Takaful Energi (oil and gas insurance)

(7) Takaful Tanggung Gugat (liability insurance).

f. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah
Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada
dua bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan
ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.* Berikut penjelasan dari
mekanisme pengelolaan dana peserta, yitu:
a. Ditinjau dari Unsur Tabungan
1) Sistem Produk Saving (Ada Unsur Tabungan)
Dalam asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dana peserta yang
ditinjau dari unsur ada dan tidaknya tabungan ini juga dinamakan
sebagai takaful keluarga. Mekanisme operasional pengelolaan dana
pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan (saving) adalah
setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur

kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada

** Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 279.
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keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah
minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan
oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:*
a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik
peserta, yang dibayarkan bila:
(1) Perjanjian berakhir
(2) Peserta mengundurkan diri
(3) Peserta meninggal dunia
b) Rekening Khusus atau Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan
yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebaikan
untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu
sesame peserta, yang dibayarkan bila:
(1) Peserta meninggal dunia
(2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana
peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-
pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan
yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan
perjanjian mudlarabah yang disepakati bersama, misalnya 70% dari
keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.*®

Atas Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke

dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.

% Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and General), h. 177.
3¢ Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2007), h. 154.
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Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan
berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.
Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta
meninggal dunia dalam masa pertanggungan berakhir. Sedangkan
bagian keuntugan milik perusahan akan digunakan untuk
membiayai operasional perusahaan.*’

2) Sistem Produk Non Saving (Tidak Ada Unsur Tabungan)

Setiap premi takaful yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan
dalam rekening tabarru’ perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah
diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebaikan untu tujuan saling
menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:*®
a) Peserta meninggal dunia
b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan
syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban
asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan
perusahan menurut prinsip al-mudlarabah dalam suatu perbandingan tetap
berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan
peserta.®® Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada

peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya.

*” Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum, h. 154,
%8 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), h. 178.
** Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), h. 178.
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Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan
untuk membiayai operasional perusahaan.*’

b. Ditinjau dari Aliran Dana Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, semua premi yang termasuk merupakan
dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan
dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana tabarru’ maupun
saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah, akad mudlarabah, atau akad
mudlarabah musyarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak
mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim
diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’). Surplus underwriter dan
keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan
kepada perusahaan asuransi dengan presentase tertentu sesuai nisbah yang
telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian.**

g. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional *

1) Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi
dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam
asuransi konvensional.

2) Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong

menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.

*© Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum, h. 155.

** Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 281-282.

“http://www.investasiuntung.com/2017/01/perbedaan-asuransi-syariah-asuransi
konvensional.html, diakses 34 Mei 2017.
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3)

4)

5)

6)

7)

Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil
(mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai
bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
Kepemilikan dana pada asuransi syari‘ah merupakan hak peserta.
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah
(premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas
menentukan alokasi investasinya.

Dalam mekanismenya, asuransi syari‘ah tidak mengenal dana
hangusseperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada
masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi
dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period,
maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali
sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru'.
Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana
tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah
diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai
dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah.
Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara
perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan
proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi

konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
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3. Subyek dan Obyek Asuransi
a. Subyek Asuransi
Persetujuan selalu ada 2 (dua)macam subyekdi dalamnya, yaitu
disatu pihak seorang atau badan hukum yang berkewajiban untuk
melakukan sesuatudan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum
yang mendapat hakatas pelaksanaan kewajiban itu. Persetujuan dapat
dikatakan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak.

Kesimpulannya, para pihak dalam perjanjian pertanggungan Yyaitu

penanggung dan tertanggung. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD),disimpulkan bahwa ada dua pihak

yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu:*

1) Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang
diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas
harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung
mempunyai kewajiban untuk membayar premi.

2) Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta

benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi.
Penanggung yang akan memberi ganti rugi, apabila terjadiperistiwa

yang mengakibatkan kerugian.

* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.
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b. Obyek Asuransi

Obyek Asuransi yang dipergunakan pada umumnyaadalah harta
benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya :rumah,
bangunan, perhiasan dan bendaberharga lainnya. Dapat dikatakan bahwa
yang dipertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungan.

Kejadian bahwa obyek pertanggungan tidak sama dengan benda
pertanggungandapatlah terjadi. Asuransi kendaraan bermotor, benda
pertanggungannya merupakan contoh yang menjadi tanggung jawab
pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.

Jadi ada3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek
asuransi), yaitu:

1) Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
2) Hak milik atas benda.
3) Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Pasal 268 Kitab Undang-UndangHukum Dagang (KUHD)
menyatakanbahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua
kepentingan yang :**

1) Dapat dinilai dengan sejumlah uang.

2) Dapat diancam oleh macam bahaya.

3) Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.
4. Polis Asuransi

a. Pengertian Polis Asuransi

* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h.79.
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Perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual
(adanyakesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara
pihak yang mengadakan perjanjian. Akta yang dibuat secara tertulisitu
dinamakan “polis”. Sebuah perjanjian di dalamnya mungkin saja polis
tersebut mengikutsertakan dokumen lainnya. Dokumen itu merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut,
bahkan bisa termasuk sertifikat peserta dalam asuransi kumpulan.

Polis asuransi adalah suatu akta perjanjian asuransi atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen
lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanndengan
perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian

antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.*

b. Syarat-syarat Polis Asuransi

Undang-Undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus
memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh Pasal 256
KUHD sebagai syarat-syarat umum.

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa setiap polis, kecuali yang
mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :*°
1) Hari ditutupnya pertanggungan.
2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri

atau atas tanggungan orang ketiga.

** Pperaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan
Pemasaran Produk Asuransi, h.3.
*¢ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h.76.
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3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang
dipertanggungkan.

4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.

5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

Syarat-syarat umum polis asuransi masih harus ditambah dengan
syarat-syarat khusus pula. Syarat-syarat tambahan itu dibagi dalam dua
jenis, yaitu:

1) Syarat syarat yang bersifat larangan
Syarat-syarat yang bersifat larangan adalah syarat-syarat dimana
dinyatakan, bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu
perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan tersebut
dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat lain
Syarat-syarat lain adalah semua syarat-syarat yang tidak mengandung
ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan, syarat untuk

melanjutkan pertanggungan dan sebagainya.*’

c. Kedudukan Polis Asuransi
Kedudukan polis terhadap berlakunya perjanjian asuransi
*8sebagaimana diatur dalam Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa:

“Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat
ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan”.

*7 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. (Jakarta : Sinar Grafika. 1992),
h. 125-128.
*® Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, h. 75.
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Polis merupakan bentuk dari akad atau perjanjian tertulis antara
perusahaan asuransi syariah dengan para peserta yang memuat
kesepakatan tertentu, khususnya hak dan kewajiban para pihak sesuai
prinsip syariah. Polis asuransi merupakan dasar dari terciptanya suatu
hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis,
yang dimaksud dengan polis asuransi ini adalah suatu bukti tertulis atau
surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedu belah pihak
mendapatkan kekuatan secara hukum. Sementara definisi dari polis
menurut Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah dalam Pasal 1
dijelaskan bahwa:

“ Polis merupakan bukti perikatan hukum antara peserta dan pengelola
yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan
Ketentuan tertulis lainnya jika ada yang memuat syarat-syarat asuransi
beserta tambahan dan perubahannya.

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD,* setiap polis kecuali
mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
1) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
2) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
3) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
4) Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);

5) Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;

* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 77.
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6) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan
penanggung;

7) Premi asuransi;

8) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung
dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara
lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa
(evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat

berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

5. Premi Asuransi

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima
suatu premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungan
karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada
penanggung.”

Premi biasanya ditentukan dalam besarnya pertanggungan yang akan
diterima oleh tertanggung. Besar premi yang diberikan bervariasi jumlahnya
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tertanggung. Makin besar premi
yang diberikan oleh tertanggung, maka makin besar pula nilai pertanggungan

yang diterima.

*% Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.
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Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi
yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara
lain:>*

a. Penetapan tariff premi harus dilakukan dengan memperhitungkan:

1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis

asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.

2) Biaya perolehan, termasuk komisi agen.

3) Biaya administrasi fdan biaya umum lainnya.

b. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak
melebihi dantidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak
boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan maanfaat
yang dijanjikan.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan
mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa factor, antara lain:>?

a. Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi
tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.

b. Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan
kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi
yang dibayarkan juga harus besar.

c. Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi tabarru’
yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda

usianya.

>! Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 278.
%2 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 278-279.
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d. Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah
diperiksakan ke rumah sakit maka peserta harus membayar premi
tabarru’yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabungannya
besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar dari pada
peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja.

e. Jumlah peserta, tentu produk asuransi perorngan dengan produksi
asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus
dibayarkan.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang
wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang
diperalinhkan  pertanggungan  dibuat,kecuali  pertanggungngan saling
menanggung. Mengenai pembayaran premi, biasanyadibayar tunai pada saat
perjanjian pertanggungan ditutup. Premi yang diperjanjikan dengan

anggaran,maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.>®

6. Klaim Asuransi

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim
dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut ini:**
a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

>> Muhammad Abdul kadir, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan. Bandung : Alumni, 1983), h.74.
> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kenvana, 2009), h. 284.
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¢) Klaim atas akad ljarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan
kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d) Klaim atas akad ftabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan
kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian,
penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakkan
klaim.”> Adapun prosedur pengajuan klaim yaitu apabila suatu peristiwa atau
resiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi itu terjadi,maka tertanggung
atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat
melapor ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan. Laporan
dapat dilakukan melalui surat ataupun secara lisan dengan telepon, kepada
customer service atau kepada bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit
klaim akan memeriksa arsip atau data base untuk melihat apakah premi telah

dilunasi dan kondisi-kondisi lainn.>®

7. Perjanjian Asuransi
Asuransi atau disebut juga pertanggungan, pengertian yuridisnya
dapat ditemui dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian)
dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang
tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 284
% Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base
Capital (RBC), (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 133.
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yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa
yang tak tertentu .
Berdasarkan pengertian asuransi di atas, maka ada beberapa unsur

yang terkandung dalam perjanjian asuransi, yaitu adanya suatu perjanjian,
adanya subyek hukum, adanya premi, adanya ganti rugi, dan adanya peristiwa
tak tentu.>’

Unsur asuransi yang pertama adalah adanya suatu perjanjian. Di
dalam perjanjian asuransi ditentukan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat
dalam bentuk tertulis, dalam istilah asuransi perjanjian ini dituangkan dalam
bentuk akta yang disebut polis asuransi. Unsur perjanjian asuransi yang kedua
adalah adanya subyek hukum. Dalam asuransi subyek hukumnya ada dua,
yaitu tertanggung dan penanggung.”® Unsur ketiga dari perjanjian asuransi
adalah adanya premi.>® Premi harus dinyatakan dalam bentuk polis. Polis
adalah akta yang ditanda-tangani penanggung yang berfungsi sebagai alat

bukti dalam asuransi.®°

8. Wanprestasi Para Pihak

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak
telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan
tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak

terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah

> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 1981), h.
67.

%8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, h. 68.

% Mashudi dam Chidir Ali, Hukum Asuransi, (Bandung: Mandar Madju, 1995), h. 54.

80 gyj Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),
h. 11.
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satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,
yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu
keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat
memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian®* dan bukan
dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:®2
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya
maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka
debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3) Memenubhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru
tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak
memenuhi prestasi sama sekali.
Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam
yaitu:
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya.
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

®1 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Syariah, h. 81.
62 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, cet. 6, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), h. 18.
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Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam
suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga
tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan
prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa
tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur
melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang
tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur
yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas
waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH
Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas
waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya
maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi,
diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada
debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada
debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan
prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam
pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa: “Si
berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah
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jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”.®
Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi
yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:®*
1) Membayar kerugian yang diderita kreditur
2) Pembatalan perjanjian
3) Peralihan resiko
4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.
Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang
berupa “kosten, schaden en interessen” Pasal 1243 KUH Perdata Yang
dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu, tidak hanya
biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau
kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden),

tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan

yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving).

9. Berakhirnya Perjanjian Asuransi
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian
asuransi, antara lain sebagai berikut:®
a. Karena Terjadi Peristiwa yang dipersyaratkan (evenement)
Dalam asuransi kerugian, evenement adalah suatu peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kerugian, atau risiko yang telah diperjanjikan

® Nindyo Pramono, Hukum Komersil, cet. 1 (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 22.
* Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Syariah, h. 82.
® Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, h. 88.
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terjadi. Misalnya asuransi kecelakaan, maka dengan adanya peristiwa
kecelakaan, perjanjian asuransi menjadi berakhir dan penanggung harus
membayar ganti kerugian sebagai konsekuensipemenuhan kewajiban
dalam perjanjian. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenement yang
menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap
evenement inilah diadakannya asuransi jiwa antara tertanggung dan
penanggung. Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh
kedua belah pihak jiwa tersebut yaitu penanggung dan tertanggung
berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah telah dipenuhi.
Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir ketika
terjadi evenement yang diikuti dengan pembayaran klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir
Dalam perjanjian asuransi berakhir apabila jangka waktu berlaku asuransi
telah habis atau berakhir. Apabila jangka waktu asuransi telah habis tanpa
terjadi evenement, maka penanggung akan mengembalikan sejumlah uang
kepada tertanggung.

c. Karena Asuransi Gugur
Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD:
“Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi
ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun
tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika
diperjanjikan lain ™.
Apabila asuransi jiwa itu gugur, maka premi yang telah dibayarkan akan
diserahkan kepada pihak-pihak yang memperjanjikan.

d. Karena Asuransi Dibatalkan
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Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu
berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak
melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena
permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi
sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut
jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada
masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau
beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa
didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada

kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

10. OJK

a. Pengertian OJK

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun
2011yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan

didalam sektor jasa keuangan.®®

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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b. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK
Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan: ©’

1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan

3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan.®®

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap:®

1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:"

1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
pada Lembaga Jasa Keuangan;

8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan;

9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa
keuangan.

®” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
*® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:"*

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;

2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif;

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,
pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;

4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau
pihak tertentu;

5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa
keuangan; dan

8) Memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang
perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda
terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7.
persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain,
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor
jasa keuangan.

c. Ketentuan OJK tentang Asuransi
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015
tentang Produk Asuransi dan Produk Pemasaran Asuransi’
Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu)
jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada

pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan,

"t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan
Pemasaran Produk Asuransi.
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biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis,
tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan
kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak
yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Produk Asuransi harus memiliki: a. premi atau kontribusi yang
sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat
yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara
diskriminatif; dan b. polis asuransi yang tidak mengandung Kata,
frasa, atau kalimat yang dapat: 1. menimbulkan penafsiran yang
berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan
kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau 2.
mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus
haknya.

Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak Perusahaan
maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan
dengan pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal terjadi penghentian
pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur
tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau
kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara
proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah
dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada

perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.
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Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk
asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, Perusahaan
harus membayar paling sedikit sejumlah:

a. Nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi Produk Asuransi
selain Produk Asuransi dengan prinsip syariah; atau
b. Akumulasi dana investasi peserta bagi Produk Asuransi dengan

prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.

11. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi

a. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa,
dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat, jawaban
pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion.
Pada Ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai
suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan mempunyai
daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang
dikemukakan seorang mujtahid atau fagih sebagai jawaban yang diajukan
peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.”

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara’ adalah
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari

suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya

" Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional Di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 64.
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jelas maupun tidak. Menurut al-jurjani, fatwa berasal dari al-fatwa atau
al-futya yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang
hukum. Zamarkhsyari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa
adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan
seseorang atau kelompok. Menurut al-Syatibi, fatwa dalam arti ifta’
berarti keerangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat

untuk diikuti.”

b. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada
sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada
pertanyaan-pertanyaan umat pada sat itu. Jawaban yang diberikan oleh
Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu jawaban yang langsung diberikan
oleh Allah SWT melalui malaikat jibril tercantum dalam Al-Qur’an, dan
jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam
hadis. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ini dapat dilihat pada ayat al-
Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

1) Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 176
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7 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, h. 65.
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,
"Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah (yaitu); Jika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara
laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.””

c. Rukun Fatwa

Terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu: "

1) Al-ifta’ atau al-futya, yaitu kegiatan menrangkan hukum syara’
(fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

2) Mustafti, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan
pertanyaan atau meminta fatwa.

3) Mufti, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan
tersebut atau orang yang memberikan fatwa.

4) Mustafti fih, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang
ditanyakan status hukumnya.

5) Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus
atau kejadian yang ditanyakan.

Untuk menjadi seorang mufti, ulama ushul fikih mengemukakan

persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemah, h. 104.
78 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, h. 66-67.
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dipertanggung jawabkan, yaitu baligh, berakal, merdeka, adil dan

memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas

keilmuan untuk memberikan fatwa. Ulama wushul fikih juga
mengemukakan bahwaada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti
dalam kaitannya dengan syarat adil, yaitu:’’

1) Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh dalil. Apabila
fatwanya itu diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia
harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih terorientasi
pada kemaslahatan.

2) Apabila mufti tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk
menginstinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum
dari nash dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada.

3) Fatwa itu tidak mengikuti kehendak  mustafti, tetapi
mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan
umat manusia.

Yusuf Qardhawi memberikan ketentuan untuk mustafti dalam
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mufti
yaitu:"

1) Menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaan yang disampaikan
kepada mufti adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi dirinya atau

bagi orang lain untuk memerlukam suatu ketentuan hukum.

7 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, h. 68.
78 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, h. 69-70.
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2) Menyampaikan kebenaran persoalan. Persoalan yang disampaikan
kepada mufti hendaklah bukan persoalan yang sudah jelas hukumnya
dalam syariah. Mustafti tidak boleh memutarbalikan atau menutup-
nutupi keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan ketentuan yang
diinginkan olehnya dari mufti.

3) Mencari kejelasan fatwa dengan segala ketentuannya. Mustafti harus
memahami isi fatwa mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan

oleh mufti untuk diterapkan pada dirinya sesuai dengan kondisinya.

d. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah
menetapkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan asuransi. Salah
satu fatwa DSN-MUI tentang asuransi, yaitu:
1) Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syari’ah79
Asuransi Syari’ah (Ta’min, Takaful, dan Tadlamun) adalah usaha
saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak
melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syari’ah, yaitu tidak mengandung unsur
gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dlum (penganiayaan),

risywah (suap), barang haram dan maksiat.

¥ Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
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Dalam asuransi terdapat dua akad antara peserta asuransi dan
perusahaan asuransi, yaitu:

a) Akad tijarah (mudlarabah), adalah semua bentuk akad yang
dilakukan untuk tujuan komersial, perusahaan bertindak sebagai
mudlarib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal
(pemegang polis). Perusahan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil
dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah
(mudlarabah).

b) Akad tabarru’ (hibah), adalah semua bentuk akad yang dilakukan
dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk
tujuan komersial, peserta memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Perusahaan
Asuransi Syariah memperoleh ujrah dari pengelolaan dana akad
tabarru’ (hibah).

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan
kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; cara dan waktu pembayaran
premi; jenis akad tijarah dan/atau akad fabarru’ serta syarat-syarat yang
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dipandang dari
segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudlarabah

dan hibah.
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Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan
dalam suatu akad. Menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi
syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk
asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan
syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi kepada peserta sesuai dengan kesepakatan dalam
suatu akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada
awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi
yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya milik peserta, dan
kewajiban perusahaan untuk memberikannya. Klaim atas akad rabarru’
merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas
yang disepakati dalam akad. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh

dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis
penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum
individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Penelitian empiris seringkali disebut sebagai field research (penelitian
lapangan)®. Dengan kata lain, penelitian humum empiris mengungkapkan
hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mendatangi
beberapa infiorman sebagai sumber data untuk memperoleh hasil penelitian
yang sesuai dan optimal, serta kemudian dianalisa dengan teori yang
berkaitan. Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah
Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang dengan menggunakan analisis
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK/2015 Pasal 27 dan Fatwa

DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu cara

%93alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20.

66



penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya
yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. ®*Dimana penelitian ini
menjabarkan dan menjelaskan keadaan yang yang berada dilapangan dengan
cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dijelaskan dengan

pemaparan secara deskriptif.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
JL. Soekarno Hatta, No. 82 D (0341) 410818 Malang-Jawa Timur, Indonesia.
Peneliti memilih tempat Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang karena,
peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis asuransi
terhadap nasabah apakah dalam praktinya atau pelaksanaannya sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK/2015 dan sesuai dengan

ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

D. Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer berasal dari pihak-pihak yang secara langsung

berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dalam bentuk

#1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIN Press, 1986), h. 32.
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dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.?* Dalam
penelitian ini data langsung diperoleh dari :
a). Pihak Asuransi dan nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
1). Kepada Manager dan Staff asuransi Takaful Keluarga.
(@ 1Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com. (Manager Takaful
Keluarga)
(b) 1bu Mira (Administrasi)
2). Peserta yang mengalami penghentian polis atau status polisnya di
non-aktifkan.
(@) Ibu Tatik Lathifah )

3). Peserta yang polisnya masih aktif.

(@) 1bu Maharani (Malang)
(b) Ibu Darsih (Malang)
(c) Bapak Deni (Malang)
(d) 1bu Mira (Malang)

(e) Ibu Yayuk Herminingsih (Malang)
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung
diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.2* Sumber data sekunder yang
terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

82 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
8 Anwar Saifuddin, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

68



yang mempunyai tingkatan tinggi. 3*Data ini diperlukan untuk menunjang
hasil penelitian mencakup kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan
karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan

penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, dalam penelitian
ini menggunakan teknik sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan
sampel.®** Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel untuk mewakili
dari jumlah populasi. Karena, pertimbangan keterbatasan tenaga, dana, waktu,
fikiran, keterbatasan alamat yang tidak bisa dijangkau atau ditemui,dan
kendala peserta yang tidak semuanya berkenan untuk menjadi informan.
Dalam memperoleh informan atau sumber yang dituju peneliti menggunakan
teknik sampling purposive sampling,®® vyaitu teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,
misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan
untuk memudahkan peneliti menemukan atau mendapatkan data yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142.
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Cet. 1V; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 52.
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 50.
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dalam suatu topik tertentu.!” Dalam penelitian ini, wawancara yang
digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang
menuntut peneliti untuk menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.®®
Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:
a). Pihak Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
(1). Kepada Manager dan Asuransi Takaful Keluarga
(@ lbu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com. (Manager Takaful
Keluarga)

(b) Ibu Mira (Administrasi)

b). Nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
(1). Kepada peserta yang mengalami penghentian polis atau status
polisnya di non-aktifkan.
(a) Bapak. Tatik Lathifah )

(2). Kepada peserta yang polisnya masih aktif.

(@) Ibu Maharani (Malang)
(b) Bapak Deni (Malang)
(c) Ibu Darsih (Malang)
(d) Ibu Mira (Malang)

(e) 1bu Yayuk Herminingsih (Malang)

8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 231.
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 74.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan
peristiwa terdahulu.®® Metode ini digunakan untuk memperkuat dan

menambah bukti-bukti dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data setelah
data diperoleh, pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi
(verifying),  analisis  (analysing),  dan pembuatan kesimpulan

(concluding).yaitu:®
1. Editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk
mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera
dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.*’Data yang diteliti
bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam
data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan
data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat

memecahkan permasalahan yang diteliti.

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI, (Cet.
XI1I; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

% Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya llmiah 2015,
h. 29.

°1 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,
1997), h. 270.
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2. Verifying adalah Pengecekan ulang yaitu langkah dan kegiatan yang
dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari
lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.*

3. Classifying adalah Mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar
lebih mudah dalam melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan
permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang
seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian.

4. Analizying adalah Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih
mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti
untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.*®

5. Concluding adalah Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang
menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada di dalam

rumusan masalah.

% Nana Sudjana Kusuma, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta:
Grafindo Persada, tt), h. 22.
% Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 104.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1.

Gambaran Umum Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang
a. Sejarah™

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak
bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia.
Simpul awal ekonomi syariah tersebut ditandai dengan berdirinya bank
syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat
dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia
(TEPATI) pada 16 tahun silam.

Atas prakarsa lIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk.,
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan
beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat
Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan PT Syarikat
Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai
pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT
Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang

asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum)

** http://www.takaful.co.id, diakses 20 Mei 2017.
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yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga
kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar’ie
Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan
Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J.
Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2
Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum
berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di
Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1997, STMB menjadi salah
satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai
yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus
memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal
langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2000 Permodalan Nasional Madani
(PNM) turut memperkuat struktur modal Perusahaan, kemudian diikuti
oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004.

Komitmen PT Asuransi Takaful Keluarga untuk terus
meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada
masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi 1ISO 9001:2008,
sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu dari
Det Norske Veritas (DNV), Norwegia.

Kemajuan Asuransi Takaful Keluarga pada bidang asuransi

syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, di
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antaranya dari Majalah Media Asuransi, Infobank, Investor, dan lain-lain.
Terakhir, dalam acara Islamic Finance Award 2010 yang diadakan oleh
Karim Business Consulting, Asuransi Takaful Keluarga memperoleh
predikat 3rd Rank The Best Islamic Life Insurance.

Kini, seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin
maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan
layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu
berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi

syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang

b. Visi dan Misi Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang
Visi PT. Takaful Keluarga Kota Malang vyaitu Menjadi
perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan,
operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan
profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sedangkan Misi PT. Takaful Keluarga sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan
memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program
pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada

pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.
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c. Struktur Organisasi Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota
Malang

Struktur Organisasi pada asuransi PT. Takaful Keluarga memiliki
beberapa struktur organisasi yang terdiri dari beberapa struktur yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dalam struktur
organisasi pada asuransi PT. Takaful Keluarga tidak banyak memiliki
struktur organisasi. Karena, PT. Takaful Keluarga Kota Malang
merupakan kantor agen dan kantor cabang pusat berada di Surabaya.
Maka ada beberapa struktur organisasi, yaitu Manager yang bertugas
untuk mengelola majunya suatu perusahaan, dimana manager
mempunyai tugas penting dan memberikan arahan dalam suatu
perusahaan. Bagian Administrasi bertugas untuk mencatat berkas-berkas
nasbah yang mengalami perubahan polis, berakhirnya polis dan
berhentinya polis dan lainnya. Serta bagian agen yang bertugas
memasarkan produk asuransi kepada masyarakat untu menjadi peserta

asuransi.
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Tabel 4.1 Tentang Struktur Organisasi

Manager Takaful Keluarga :
Imama Zuchroh, B.SC,. M.Com

! ! !

Agen: Admin : Agen:
Dewi Kristina Mira Andi Rizkiyah
Agen:

Pipit Yuli

d. Ketentuan Polis Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang
Terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam polis
asuransi Takaful Keluarga, Ketentuan tersebuat akan diuraikan dalam
bentuk pasal-pasal sesuai isi polis®™.
1. Pasal 2 tentang Dasar Perjanjian Takaful
1) Dasar Perjanjian Takaful ini adalah formulir yang telah diisi
secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh wali

peserta/peserta, termasuk dokumen pendukung lainnya yang
ditetapkan oleh perusahaan.

% Polis Asuransi Takaful Keluaraga.
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2) Keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini
maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh wali
peserta /peserta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari polis.

3) Apabiila kemudian hari, setelah Perjanjian Takaful berlaku,
ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir
beserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, ternyata tidak benar, kurang
lengkap atau Pasal ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau
palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka Perusahaan berhak
untuk membatalkan Perjanjian Takaful dan/atau menolak
pembayaran  klaim,  Perusahaan  hanya  berkewajiban
pengembalian Dana Tabungan, jika ada.

4) Tanpa mengurangi maksud dari Ayat 3 Pasal ini, dalam hal wali
peserta / Peserta dapat membuktikan bahwa keterangan yang
tidak benar itu ternyata timbul atau dibuat dengan tidak sengaja
dan bukan karena suatu kelalaian, dan selama kesalahan tersebut
masih dapat diterima berdasarkan ketentuan seleksi resiko
Perusahaan, maka atas persetujuan Perusahaan, Perjanjian
Takaful tetap berlaku serta diadakan penyesuaian-penyesuaian
berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan diberlakukan sejak
sejak awal Perjanjian  Takaful, sedangkan terhadap
data/keterangan yang tidak benar atau palsu atau sengaja
dipalsukan tersebut menjadi dinyatakan tidak palsu.

5) Penyesuaian dan perubahan yang dilakukan sebagaimana yang
dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini dianggap sah bila Perusahaan
telah mengeluarkan Endorsmen.

. Pasal 3 tentang Incontestable Period

Jika Perjanjian telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal mulai Perjanjian Takaful dan selama jangka waktu
tersebut Peserta masih hidup, maka pernyataan Pasal 2 dan 3
tidak berlaku.

. Pasal 4 tentang Mulai Berlaku Perjanjian Takaful

Perjanjian Takaful mulai berlaku sejak tanggal yang tercantum
dalam ikhtisar Polis.

. Pasal 5 tentang Batal dan Berakhirnya Perjanjian Takaful

a). Hal berikut akan menyebabkan batalnya Perjanjian Takaful:
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1) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak
benar.Apabila ditemukan ketidakbenaran pada keterangan,
pernyataan, dan penjelasan sebagaimana yang dimaksud
dalam Ayat 3 Pasal 2 Syarat-syarat Umum Polis ini, maka
Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian
Takaful, kecuali telah memenuhi ketentuan yang tercantum
pada Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis ini.

2) Apabila Perjanjian Takaful menjadi batal seperti yang
dimaksud pada Ayat 1.a Pasal ini, maka Perusahaan hanya
berkewajiban untuk mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.

3) Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian
Takaful, mana yang terjadi lebih dulu:

a) Tanggal berakhirnya Perjanjian Takafu; atau

b) Peserta  melakukan  penarikan Dana  Tabungan
seluruhnya;atau

c) Pada Saat Peserta meninggal dunia;

d) Hal —hal yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus
atau Endorsmen Polis ini.

4) Akibat dari berakhirnya Perjanjian Takaful:

a) Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang
dimaksud pada Ayar 2.a dan 2.b Pasal ini, maka Polis ini
tidak berlaku lagi dengan sendirinya dan Perusahaan
hanya berkewajiban untuk mengembalikkan Dana
Tabungan, jika ada.

b) Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang
dimaksud pada Ayat 2.c dan 2.d di Pasal ini, maka Polis
ini tidak berlakuu lagi dengan sendirinya.

c) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal habis
kontrak Peserta tidak mengambil manfaat habis kontrak,
maka peserta secara otomatis menghibahkan maanfaat
habis kontrak tersebut ke dalam Dana Tabarru’.

5. Pasal 6 tentang Pembayaran Premi

a) Pembayaran Premi dilakukan secara penuh sebelum atau pada
tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan, dan pembayaran dapat
dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di kantor kantor lain
yang ditunjuk oleh Perusahaan. Peserta wajib meminta bukti
pembayaran yang sah.

b) Yang termasuk dalam bukti pembayaran yang sah adalah bukti
pembayaran resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang
bekerjasama dengan Perusahaan.
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c) Jika Premi dibayar dengan cek/giro bilyet, maka Premi dianggap
lunas setelah cek/giro bilyet itu dapat diuangkan.

d) Jika premi dibayar melalui transfer Bank maka Premi akan
dianggap lunas apabila dana sudah diterima penuh dalam
rekening Perusahaan.

e) Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran Premi
menjadi beban Wali Peserta/Peserta.

f) Perusahaan tidak berkewajiban melakukan penagihan Premi
karena pembayaran Premi merupakan kewajiban Wali
Peserta/Peserta.

g) Besar Premi dan cara bayarnya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

6. Pasal 7 tentang Ujroh/ Biaya-biaya:

a) Polis akan dikenakan biaya sebagai berikut:

1) Biaya Polis adalah biaya untuk penerbitan Polis.

2) Biaya Pengelolaan adalah biaya yang dibebankan dalam
rangka mengelola Perjanjian Takaful ini.

3) Biaya Perubahan Polis adalah biaya yang dikenakan
sehubungan dengan adanya perubahan yang diajukan oleh
Peserta.

b) Besar dan jenis biaya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini
tercantum dalam Syarat-syarat khusus Polis dan Ikhtisar Polis
Serta dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan
sebelumnya kepada peserta.

7. Pasal 9 tentang Masa Leluasa (Grace Periode)

a) Perusahaan memberikan Masa Leluasa (Grade Periode) untuk
membayar Premi lanjutan selama 30 (tiga Puluh) Hari kalender
sejak tanggal jatuh tempo.

b) Selama masa leluasa (Grace Periode), Perjanjian Takaful tetap
berlaku dan segala Manfaat Takaful yang mungkin diberikan oleh
Perusahaan akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak
dan kewajiban lain, bila ada.

c) Bila Premi lanjutan belum dilunasi setelah berakhirnya Masa
Leluasa maka perusahaan secara otomatis dapat mengambil
sebagian Dana Tabungan Peserta untuk membayar Premi
Tabarru’.

d) Apabila Dana Tabungan Peserta tidak cukup untuk membayar
Premi Tabarru’ maka Polis dinyatakan berakhir dan jika masih
ada sisa Dana Tabungan maka Peserta secara otomatis
menghibahkan sisa Dana Tabungan tersebut ke dalam Dana
Tabarru’.
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e) Polis-polis yang mengalami penunggakan pembayaran Premi
wajib melunasi seluruh tunggakan Premi.
e. Produk Asuransi di PT. Takaful Keluarga

1. Produk Individu
a. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program

asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan
disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan
anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa
pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta
mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total
dalam periode akad. Fulnadi diprogram untuk membantu
setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah
hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal
ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman
Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan
perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat
terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah
datang menghampiri.

b. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang
dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan
kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda untuk
berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan
termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan,

Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak
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tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke
tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil
investasi Anda. Takafulink Salam menawarkan empat jenis
investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan
kebutuhan Anda vyaitu Istiqgomah (pasar uang & sukuk),
Mizan (balanced), Ahsan (balanced agressive), serta Alia
(agressive). Dengan perencanaan investasi yang fleksibel,
Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi
untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan Anda esok
hari.

. Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa
dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk
memudahkan Anda merencanakan kebutuhan pembiayaan
pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak hingga
Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink
Salam Cendekia melindungi upaya buah hati Anda dalam
meraih cita-cita supaya tidak terbentur oleh persoalan biaya
di kemudian hari. Takafulink Salam Cendekia menawarkan
tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan
kebutuhan Anda yaitu Istiqgomah (pasar uang & sukuk),
Mizan (balanced), serta Ahsan (balanced agressive). Dengan
perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam

Cendekia menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil
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yang lebih optimal demi buah hati Anda dalam meraih cita-
cita.
2. Produk Kumpulan

1. Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi
yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan
kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal
dunia dalam masa perjanjian.

2. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan Fulmedicare Gold
adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (Group
Health Insurance) yang merupakan proteksi ekonomi bagi
Perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan
kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga
dapat membantu Perusahaan dalam mengendalikan biaya

jaminan kesehatan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Praktik Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Asuransi
PT. Takaful Keluarga Kota Malang
Kebutuhan manusia dalam mengikuti asuransi untuk mendapatkan
jaminan asuransi selama ini belum teraplikasikan sesuai dengan ketentuan
dan kesyariahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan baru

perusahaan asuransi syariah yang benar-benar menawarkan produk asuransi
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yang berbasis syariah dalam pengelolaan dan aplikasinya. Agar tidak hanya
mencantumkan label syariah dalam menarik masyarakat.

Salah satu perusahaan yang menawarkan produk asuransi yang
berprinsip syariah, yaitu di asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang.
Dimana perusahaan asuransi ini menawarkan dan menggunakan prinsip
syariah dalam pengeloaan dana dan produk di dalamnya. Dalam penelitian ini
peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis asuransi
terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di asuransi PT.
Takaful Keluarga akan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan hasil
wawancara dengan pihak terkait atau informan yang menjadi sumber utama
dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan dan hasil wawancara dengan
narasumber:

Wawancara dengan manager asuransi terkait berapa jumlah peserta

asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:
“ Begini mbak, tentang jumlah peserta yang ikut asuransi di PT. Takaful
Kota Malang itu campur dengan peserta asuransi di daerah lain atau luar
kota. Karena, PT. Takaful Keluarga Kota Malang merupakan kantor agen
bukan kantor cabang pusat. Jadi, untuk jumlah peserta asuransi campur
dengan daerah lain dan kurang lebih peserta asuransi kota malang sekitar 50
orang.®

Wawancara dengan manager asuransi tentang pendaftaran polis
sebagai peserta asuransi:

Cara pendaftaran polis asuransi, yaitu dengan mengisi formulir

permohonan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang di pilih. Yang
berisikan biodata diri seperti Nama lengkap; tempat tanggal lahir; Nomor

% Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).
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KTP/SIM/Paspor; Kewarganegaraan; Alamat rumah atau tinggal dan
lainnya. Kemudian memilih produk yang digunakan dan jumlah premi atau
konstribusi yang dibayarkan secara bulanan atau tahun, serta memilih akad
yang digunakan yaitu akad yang mengandung unsur tabungan atau tabarru’.
Setelah melengkapi dokumen data diri untuk menjadi peserta polis, maka
peserta wajib membayarkan premi atau konstribusi sebagai peserta asuransi
baru. Dalam pembayaran premi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang
peserta menerima bukti pembayaran dan kuintasi premi pembayaran pertama
sebagai peserta baru. Dan yang terakhir peserta menerima tanda terima
polis sebagai bentuk perjanjian anatara peserta dengan perusahaan.®’

Selanjutnya peneliti menanyakan sebab penghentian polis asuransi
terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang. Berikut ini
penjelasannya dari hasil wawancara dengan narasumber:

“ Sebab-sebab penghentian polis asuransi terhadap peserta dikarenakan,
Pertama, peserta tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan apa yang diperjanjikan
di dalam polis asuransi. Dan peserta tidak ada iktikad baik untuk melunasi
atau membayar premi asuransi yang menunggak, padahal perusahaan telah
memberikan batasan waktu untuk melunasi membayar premi. Batasan waktu
yang diberikan perusahaan kepada peserta asuransi yaitu 6 (enam) bulan.
Kedua, peserta memberikan data atau biodata diri tidak sesuai aslinya.
Sebab-sebab tersebut menjadi alasan perusahaan asuransi PT. Takaful

Keluarga melakukan penghentian polis asuransi terhadap peserza .

Wawancara dengan Manager asuransi berkaitan dengan Bagaimana
cara penghentian polis asuransi terhadap peserta asuransi di PT. Takaful
Keluarga Kota Malang:

“Cara penghentian polis asuransi terhadap peserta begini mbak, jika peserta
asuransi tidak membayarkan premi atau konstribusi yang telah ditetapkan
batas waktu, dan perusahaan asuransi memberikan batasan tenggang waktu
untuk pembayaran premi atau konstribusi yang harus dibayarkan.Tenggang
waktu yang diberikan oleh perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga
adalah 6 (enam) bulan. Jika dalam 6 (enam) bulan peserta asuransi tidak
membayarkan premi atau konstribusi yang tertunggak maka, perusahaan
asuransi akan men-nonaktifkan polisnya. Ketika polis peserta dinonaktifkan

% Mira, Wawancara, (10 Mei 2017).
% Imama Zuchroh, Wawancara, (10 Mei 2017).
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maka peserta tidak bisa melakukan klaim apapun jika terjadi musibah.
karena, polis peserta tersebut lapse atau non-aktif. Jika ingin melakukan
klaim maka peserta harus membayarkan seluruh tunggakan premi atau
melunasinya, agar bisa melakukan klaim. Perusahaan asuransi telah
memberikan kemudahan kepada peserta agar tidak sampai terjadi
penghentian polis asuransi yang mengakibatkan peserta di non-aktifkan,
kemudahan tersebut dalam bentuk membayarkan premi dengan bentuk auto
debit yang dibayarkan melalui cara transfer. dan penghentian polis asuransi
terhadap peserta dengan berbentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang
tercantum di dalam polis asuransi. seperti itu mbak. 99

Wawancara dengan staf administrasi asuransi PT. Takaful Keluarga
terkait dengan mengapa peserta tidak mendapatkan pengembalian dana atau
premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan jika terjadi penghentian polis
asuransi:

“Begini mbak, mengapa peserta tidak dapat menerima pengembalian dana
atau premi yang telah dibayarkan. Karena, di dalam asuransi Takaful
Keluarga premi yang telah dibayarkan masuk ke dalam dana: Pertama, dana
tabungan atau investasi yang menjadi hak peserta; Kedua, dana tabarru’
yang menjadi dana suka rela atau tolong menolong untuk peserta lainnya;
dan Ketiga, dana perusahaan, dana ini dimaksudkan untuk membayar biaya
operasional perusahaan, biaya perubahan polis dan lainnya. mengapa premi
peserta tidak dikembalikan, karena dana yang dimiliki nasabah yaitu dana
tabungan atau investasi tidak mencukupi. Mengapa dana tabungan tidak
mencukupi dan tidak bisa dikembalikan kepada peserta asuransi, disebabkan
dana investasi atau tabungan habis di kurangi untuk membayarkan dana
tabarru’. Meskipun peserta berhenti membayar premi, dana tabarru’ itu
tetap berjalan. 100

Wawancara dengan manager asuransi terkait klaim asuransi terhadap
peserta yang mengalami penghentian polis di PT. Takaful Keluarga Kota
Malang:

“Untuk klaim asuransi, peserta asuransi tidak bisa melakukan klaim kepada
perusahaan. Karena, polis peserta telah diberhentikan karena sebab di atas
peserta tidak membayarkan premi asuransi yang telah ditetapkan. Jika

peserta ingin melakukan klaim, maka peserta harus melunasi premi yang
belum dibayarkan dan status polis peserta akan aktif kembali. Prosedur

% Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).
100 pmira, Wawancara, (Malang, 20 Mei 2017)
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klaim sendiri , yaitu melampirkan polis asli; formulir pengajuan klaim; foto
copy identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku;
copy kwintasi pembayaran premi terakhir atau copy bukti transfer
pembayaran premi terakhir.'%*

Mengenai peserta asuransi yang mengalami penghentian polis
asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

“Produk yang saya ambil adalah takaful falah pendidikan dengan masa
perjanjian pada tanggal 10 januari 2011 sampai tanggal 9 januari 2023.
saya membayar dengan nilai tunai rupiah, dengan cara membayar perbulan
sebesar 200.000,.(Dua ratus ribu rupiah)/bulan. Saya terakhir membayar
pada januari 2014 dan selanjutnya saya nggak pernah membayar premi
mbak. Setelah itu saya diberikan batasan tenggang waktu untuk membayar
premi yang menunggak, tapi saya nggak membayar sampai saya dinyatakan
polis saya nggak aktif, karena nggak membayar sampai batas waktu yang
diberikan. Soal pengembalian dana premi saya tidak tahu menahu, karena
yang saya kejar bukan nilai pengembalian premi mbak tetapi manfaat
dikemudian hari dan saya telah lari dari kesepakan yang diperjanjikan mbak.
Sebab saya tidak membayarkan premi tersebut yang membuat polis saya

dinon-aktifkan %

Penjelasan di atas adalah hasil wawancara dengan peserta yang
mengalami penghentian polis asuransi karena, sebab tidak membayarkan
premi sampai batas tenggang yang telah ditetapkan. Dan peserta tidak tahu
menahu soal pengembalian dana yang telah dibayarkan, karena peserta sadar
akan tindakan yang membuat dirinya di berhentikan oleh perusahaan
asuransi.

Wawancara kembali dengan manager asuransi Takafu Keluarga yaitu
berkaitan dengan bagaimana pengembalian dana atau premi yang telah

dibayarkan oleh peserta yang mengalami penghentian polis asuransi:

1% Imama Zuchroh, Wawancara, (10 Mei 2017).
192 Tatik, Wawancara, (Malang, 23 Mei 2017).
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“ Soal pengembalian premi yang telah dibayarkan seperti ini mbak, Takaful
akan mengembalikan dana atau premi yang telah dibayarkan dengan melihat
akad yang digunakan. Jika peserta menggunakan akad dengan unsur
tabarru’ maka peserta tersebut tidak menerima pengembalian premi atau
dana, dengan kata lain akad yang digunakan adalah tabarru’ maka dana
atau premi yang telag dibayarkan peserta tersebut adalah dana untuk tolong
menolong atau sukarela. Sedangkan jika peserta menggunakan akad unsur
tabungan maka peserta tersebut menerima pengembalian premi jika masih
ada sisa jumlah tabungan dengan dikurangi dana tabarru’ yang tetap
berjalan meskipun tidak membayarkan premi dan juga dikurangi biaya
operasional perusahaan dan lainnya. Maka jika ada sisa dan tabungan
peserta akan memperoleh pengembalian jika tidak maka peserta tidak akan
memperoleh pengembalian premi tersebut. Perusahan juga memberikan
upaya agar tidak sampai peserta mengalami penghentian polis, maksudnya
seperti ini lebih baik peserta menghentikan polis asuransi yang diikuti agar
dananya bisa diperhintungkan dengan baik dan tidak mengalami kerugian.'®

Wawancara dengan peserta yang status polisnya masih aktif, dengan
menanyakan tentang apakah peserta mengetahui penghentian polis asuransi
yang dilakukan oleh perusahaan jika peserta tidak membayarkan premi yang
telah disepakati:

“Kok saya baru tahu ya mbak, terkait penghentian polis asuransi yang
dilakukan oleh perusahaan. Selama ini saya hanya ikut sebagai peserta dan
nggak paham soal adanya penghentian polis asuransi. Saya mengikuti
asuransi di takaful keluarga, karena padangan saya takaful keluarga itu
makai prinsip syariah. Soalnya dulu pernah ikut asuransi konvensional, dan
saya berhenti dan pindah di asuransi takaful keluarga.Saya mengabil produk
asuransi dana pension mbak, untuk jaga-jaga di hari depannya. Saya mulai
ikut asuransi di takaful keluarga pada tahun 2014 dan tidak ada jangka
batasan waktunya, karena saya mengambil asuransi dana pension. Saya ikut
asuransi syariah karena benar-benar murni syariah. Apabila ada yang
syariah kenapa harus mengabil yang konvensianal. Sejauh ini saya tidak
mengeluhkan dalam ikut asuransi di takaful keluarga. Saya membarkan
premi sebesar 300.000,.(tiga ratus ribu rupiah)/ bulan.**

Selanjutnya saya melanjutkan wawancara dengan peserta yang aktif

lainnya yang mengikuti asuransi di Takaful keluarga. Dengan menanyakan

193 |mama Zuchroh, Wawancara, (24 Mei 2017).
1% Maharani, Wawancara, (19 Mei 2017).

88



apa sejauh ini ada permasalahan sat ikut menjadi peserta asuransi di Takaful
Keluarga:

“Sejauh ini ndak ada. Takaful Keluarga adalah asuransi yang di dalamnya
ndak ada usur finaltinya mbak. Jadi kalau ikut dalam asuransi di Takaful
keluarga ndak akan mendapatkan finalti yang besar seperti di asuransi
konvensional. Contohnya saya mengambil produk fulnandi dan Mizan.
Produk yang saya ambil ini ndak ada usnsur finalti, karena produk fulnandi
adalah produk jaminan pendidikan. Sedangkan produk mizan adalah produk
yang sifatnya untuk kebaikan mbak.gambaran sedikitnya itu mbak, untuk
pembayaran preminya saya membayar perbulan dengan uang sebesar
1.200.000,. (Satu juta dua ratus ribu rupiah, denganakad selama 16 (enam
belas) tahun dan bisa berhenti sewaktu-waktu.'%®

Mengenai apakah takaful keluarga sudah memberikan pelayanan yang
baik kepada peserta asuransi dan apakah peserta mengetahui cara penghentian
polis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Takaful Keluarga:

“Pelayanan yang diberikan cukup baik mbak, nggak ada permasalahan
selama ini. Mungkin karena Takaful Keluarga menggunakan prinsip syariah
makanya saya percaya mbak. Biarpun nggak ada royal yang tinngi. Karena
yang saya tau Takaful Keluarga hanya menggunakan akad bagi hasil dan
akad hibah. Dimana akad tersebut saya tau kalau hibah untuk tolong-
menolong dan bagi hasil itu hak untuk kita. Selebihnya tentang penghentian
polis saya tau kalau nggak membayar premi dan tentang cara pengembalian
uang itu terganyung dari asuransinya mungkin mbak. Dan enaknya mbak
produk yang diberikan itu nggak merugikan peserta. y 2

Wawancara dengan manager PT.Takaful Keluarga tentang
penyelesaian sengketa atau perselisihan:

“Apabila  timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan
pelaksanaan dari polis, akan diselesaikan melalui perdamaian dan
musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam pulu) hari kalender sejak
terjadi perselisinan. Perselisihan terjadi sejak perusahaan dan wali
peserta/peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang
diperselisinkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan
musyawarah tidak dapat dicapai, perusahaan memberikan kebebasan kepada
wali peserta/peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian

195 Deni, Wawancara, (22 Mei 2017).
1% parsih dan Yayuk Herminingsih, Wawancara, (20 Mei 2017).
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perselisihan dan wajib memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis
melalui surat tercatat dan lainnya, yang untuk selanjutnya pilihan cara
penyelesaian tersebut yidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun Pilihan

penyeleaian perselisihan dapat dilakukan melalui: Arbitrase dan

Pengadilan”. 107

Paparan diatas merupakan hasil wawancara dengan narasumber
mengenai penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful
Keluarga Kota Malang. Dari hasil wawancara tersebut akan dikaitkan dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang akan menjawab rumusan masalah

terkait penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga.

2. Hukum Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Takaful
Keluarga Kota Malang Perspektif Peraturan OJK Nomor
23/POJK.05/2015

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada
beberapa narasumber mengenai penghentian polis asuransi terhadap peserta
asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, peneliti mendapatkan
informasi yang jelas dari hasil wawancara dengan narasumber dan
mendapatkan jawaban yang dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan

97 Imama Zuchroh, Wawancara, (25 Mei 2017).
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sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan didalam sektor jasa keuangan.®®

Perjanjian Asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah suatu persetujuan
(perjanjian) dengan mana seorang penaggung mengikat dirinya dengan
seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan
penggantian kepadanya Karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertuntu”.%°

Di dalam polis asuransi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 harus memuat ketentuan mengenai: Saat
berlakunya pertanggungan; uraian manfaat yang diperjanjikan; cara
pembayaran premi atau konstribusi; tenggang waktu pembayaran premi atau
konstribusi; kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan apabila
pembayaran premi atau konstribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang
rupiah; waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau
konstribusi; table nilai tunai, perhitungan dividen polis, klausula penghentian
pertanggungan, baik dari perusahaan maupun peserta; syarat dan tata cara
pengajuan klaim; tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim; dan klausula
penyelesaian perselisihan dan lainnya.**°

ketentuan tersebut telah sesuai dengan praktik yang berada di PT,.

Takaful Keluarga Kota Malang, dimana isi polis asuransi memuat ketentuan-

198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
1% pasal 246 KUHD, h. 75.

1% peraturan OJK No. 23/PJOK.05/ 2015 Pasal 27 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
Asuransi.
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ketentuan mulai dari saat berlakunya pertanggungan; uraian manfaat; cara
pembayaran premi atau konstribusi; tenggang waktu; mata uang yang
digunakan; klausula penghentian pertanggungan; pembayaran klaim; jenis
akad yang digunakan; hak kewajiban dan wewenang masing-masing pihak
berdasarkan akad yang disepakati; besar konstribusi yang dialokasikan ke
dalam dana tabarru’, ujrah, dan dana investasi.

Penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan oleh
perusahaan asuransi, yaitu PT. Takaful Keluarga dikarenakan peserta tidak
membayarkan premi sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan di
dalam polis yang telah disetujui dan sampai batas waktu tenggang yang telah
diberikan oleh perusahaan asuransi takaful selama 6 (enam) bulan, ketika
dalam batas waktu 6 (enam) bulan yang telah diberikan oleh perusahaan
asuransi peserta tidak membayarkan premi, maka perusahaan asuransi berhak
menghentikan polis asuransi peserta tersebut. Hal tersebut secara jelas bahwa
peserta asuransi melakukan wanprestasi, wanprestasi adalah suatu keadaan
yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian'*! dan bukan dalam
keadaan memaksa. Berikut merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh
peserta asuransi, yaitu 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukan, 2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya, 3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4).

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

M1 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Syariah, h. 81.
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Ketika peserta asuransi mengalami penghentian polis asuransi maka
peserta tersebut tidak bisa melakukan klaim apapun, karena polis asuransi
telah dinon-aktifkan oleh perusahaan. Sesuai dengan beberapa hal yang dapat
menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu asuransi dapat berakhir
karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat
terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai
dengan perjanjian atau permohonan tertanggung sendiri. Apabila
pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran
(secara bulanan), maka penyelesaiannya bergantung pada kesepakan pihak-
pihak yang melakukan perjanjian.'** Premi merupakan salah satu unsur
penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus
dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung dan termuat di dalam isi polis
asuransi.

Perihal Premi atau konstribusi dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 yang menyatakan premi atau konstribusi
adalah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat
yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
Hasil wawancara dengan manager asuransi:

“Mengenai premi atau konstribusi yang akan dibayarkan oleh peserta
kepada perusahaan. Premi merupakan kewajiban peserta yang harus
dibayarkan. Perusahaan memberikan batasan minimal untuk membayarkan
premi asuransi, batasan membayar premi yaitu 200.000,.(Dua ratus ribu
rupiah), di asuransi PT. Takaful Keluarga besaran premi yang telah
dibayarkan peserta kepada perusahaan, selanjutnya akan dialokasikan ke

dalam dana tabarru’, ujrah dan investasi. Dimana besaran konstribusi itu
akan dibagi-bagi ke dalam 3 (tiga) dana tersebut. Jika peserta asuransi

12 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Syariah,h. 88.
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usianya telah tua, maka besaran dana untuk tabarru’ semakin besar dan
dana untuk investasi di kurangi. Karena, penempatan dana tersebut dilihat
dari usia, kesehatan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa premi
menurut Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima
suatu premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungan
karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada
penanggung.’*® Dari penjelasan pasal tersebut secara jelas bahwa premi
merupakan kewajiban peserta untuk membayarkannya kepada perusahaan
dalam mengikuti asuransi.

Karena premi merupakan dana yang nantinya akan diberikan oleh
perusahaan kepada peserta asuransi jika mengalami klaim. Premi yang telah
dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan selanjutnya akan dikelola
perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam asuransi
syariah dana premi yang mengandung unsur investasi merupakan milik penuh
dari peserta asuransi. Sedangkan dana premi yang mengandung unsur
tabarru’ merupakan kepentingan saling tolng-menolong untuk menanggung
resiko peserta lain. Karena dalam asuransi syariah berprinsip saling
menanggung atau tolong menolong terhadap peserta lain yang mengalami

resiko. Praktik asuransi di PT. Takaful Keluarga tidak menyalahi ketentuan

dari Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015.
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Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.
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Perihal penghentian polis atau penghentian pertanggungan asuransi

terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27:

a.

Penghentian pertanggungan, baik dilakukan atas kehentak perusahaan
atau peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.

Hasil wawancara dengan manager asuransi sebagai berikut:***

“Untuk penghentian polis asuransi terhadap peserta, karena peserta
tidak membayarkan premi pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak
melunasi pembayaran premi pada tenggang waktu yang telah diberikan
perusahaan. Maka perusahaan melakukan penghentian polis asuransi
secara tertulis dan memberitahukannya kepada peserta, bahwa polis
asuransi yang dimilikinya telah di non-aktifkan. Untuk polis asuransi
yang di non-aktifkan, peserta tidak dapat mengajukan klaim apapun
kepada perusahaan. Karena, syarat pengajuan klaim yang kita ketahui
vaitu melampirkan polis asuransi yang masih aktif™.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui secara
jelas bahwasannya perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga Kota
Malang telah menerapkan ketentuan penghentian polis asuransi sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015
Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan penghentian pertanggungan dilakukan
secara tertulis.

Untuk persyaratan pengajuan klaim secara jelas membutuhkan
lampiran polis asli asuransi; formulir pengajuan klaim; foto copy
identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan masih berlaku; copy

kwintasi pembayaran premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran

premi terakhir.
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Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).
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Dari penjelasan persyaratan pengajuan klaim di atas dapat
diketahui mengapa peserta asuransi yang mengalami penghentian polis
asuransi tidak dapat melakukan klaim kepada perusahaan. Karena, untuk
mengajukan klaim harus memenuhi persyaratan di atas dan polis peserta
masih aktif dan berjalan.

b. Pasal 27 ayat 2 Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada
produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi,
maka besar pengembalian premi atau konstribusi paling sedikit jumlah
yang dihitung secara proporsional beerdasarkan sisa jangka waktu
pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan
kepada perusahaan.

Hasil wawancara dengan Manager asuransi:

“ Soal pengembalian premi yang telah dibayarkan seperti ini mbak,
Takaful akan mengembalikan dana atau premi yang telah dibayarkan
dengan melihat akad yang digunakan. Jika peserta menggunakan akad
dengan unsur tabarru’ maka peserta tersebut tidak menerima
pengembalian premi atau dana, dengan kata lain akad yang digunakan
adalah tabarru’ maka dana atau premi yang telag dibayarkan peserta
tersebut adalah dana untuk tolong menolong atau sukarela. Sedangkan
jika peserta menggunakan akad unsur tabungan maka peserta tersebut
menerima pengembalian premi jika masih ada sisa jumlah tabungan
dengan dikurangi dana tabarru’ yang tetap berjalan meskipun tidak
membayarkan premi dan juga dikurangi biaya operasional perusahaan
dan lainnya. Maka jika ada sisa dan tabungan peserta akan memperoleh
pengembalian jika tidak maka peserta tidak akan memperoleh
pengembalian premi tersebut. Perusahan juga memberikan upaya agar
tidak sampai peserta mengalami penghentian polis, maksudnya seperti
ini lebih baik peserta menghentikan polis asuransi yang diikuti agar
dananya bisa diperhintungkan dengan baik dan tidak mengalami
kerugian.'®

115 Imama Zuchroh, Wawancara, (24 Mei 2017).
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Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27 ayat 2, karena dalam
praktiknya peserta tidak menerima pengembalian dana yang telah
dibayarkan kepada perusahaan, sebab menurut perusahaan dana tersebut
merupakan dana yang sifatnya sukarela atau dana untuk tolong-menolong
(tabarru’). Jadi, peserta tidak memperoleh pengembalian premi yang
tidak memiliki unsur tabungan.

c. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang
memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, perusahaan harus membayar
paling sedikit sejumlah:

1. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi
selain produk asuransi dengan prinsip syariah.
2. akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan
prinsip syariah.
Hasil wawancara dengan staf administrasi perusahaan asuransi:
“Dalam pengembalian dana atau premi yang memiliki unsur tabungan,
maka peserta akan menerima pengembalian premi yang telah
dibayarkan kepada perusahaan. Pengembalian premi diberikan kepada

peserta jika dana tabungan masih ada dan telah dikurangi dana tabarru’

yang tidak dibayarkan ketika peserta tidak membayarkan premi pada

waktu yang telah ditentukan sesuai dalam polis asuransi v 116

Perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga telah menerapkan
pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh peserta yang memiliki
unsur tabungan, yaitu biasa disebut dengan dana mudharabah (Investasi)

yang diberikan kepada peserta apabila dana tabungan tersebut masih

118 Mira, Wawancara, (15 Mei 2017).
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mencukupi dan bernilai besar. Karena dana tersebut merupakan hak milik
penuh dari peserta asuransi.

Dari analisa tentang penghentian polis perspektif Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27 tentang
Penghentian Pertanggungan dia atas dapat ditarik kesimpulan yang
dipaparkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 tentang Praktik Penghentian Pertanggungan

No Peraturan OJK Nomor Implementasi Kesimpulan
23/POJK.05/2015 Pasal 27 Penghentian
Pertanggungan

1. | Penghentian pertanggungan | Dalam penghentian polis
dilakukan dengan | terhadap peserta PT.
pemberitahuan secara tertulis Takaful memberitahukan

secara tertulis kepada
peserta agar  peserta
mengetahui bahwa polis
asuransinya di  non- \
aktifkan oleh perusahaan

karena, peserta nasabah

tidak membayarkan

premi sesuai waktu yang

telah disepakati dalam

polis asuransi.

2. | Dalam terjadi penghentian | Ketika terjadi
pertanggungan pada produk | penghentian polis
asuransi yang tidak memiliki | asuransi terhadap peserta
unsur tabungan, maka besar | yang memilih  akad
pengembalian  premi  atau | tabarru’ atau non saving
konstribusi  paling  sedikit | maka  peserta  tidak X
sebesar jumlah yang dihitung | menerima pengembalian
secara proporsionalberdasarkan | dana premi yang telah
sisa jangka waktu | dibayarkan. Karena, dana
pertanggungan tersebut digunakan

keperluan saling tolong
menolong sesama peserta
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lainnya.

Dalam hal terjadi penghentian | Peserta menerima
pertanggungan pada produk | pengembalian premi
asuransi yang memiliki unsur | yang telah dibayarkan
tabungan dan/atau investasi, | kepada perusahaan
perusahaan harus membayar | setelah dana tabungan
paling sedikit jumlah: yang dimiliki peserta
a. Nilai tunai dikurangi biaya
b. Akumulasi dana Investasi | perusahaan atau biaya
peserta bagi produk asuransi operasional dan

dengan prinsip syariah dikurangi dengan dan

tabarru> yang terus
berjalan, karena dana
tabarru’ merupakan \
kewajiban yang harus
dipenuhi atau dibayarkan
ketika  peserta tidak
membayarkan premi.
Jika terdapat sisa uang
atau dana tabungan yang
dimiliki peserta maka
dana  tersebut  akan
dikembalikan lagi kepada
peserta.

3. Hukum Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Takaful
Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-
MUI/X/2001

Setiap produk dan pengelolaan auransi syariah yang dikeluarkan
berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus selalu berpedoman kepada fatwa
yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh para

Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah

mengeluarkan fatwa khusus mengenai pedoman umum asuransi syari’ah.
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yaitu Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Secara eksplisit Fatwa tidak
mengatur tentang penghentian polis terhadap peserta secara khusus dan detail.
Namun, peneliti mencoba mengaitkan dengan isi atau ketentuan di dalam
fatwa tentang premi. Dimana penghentian polis yang dilakukan perusahaan
kepada peserta dilakukan karena, peserta tidak membayarkan premi pada
waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan
tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk
aset dan/atau fabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.**’

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber dan
analisa peneliti tentang penghentian polis asuransi di PT. Takaful Keluarga
Kota Malang:

a. Ketentuan tentang Premi**®
Hasil Wawancara mengenai premi:
Menurut Manager asuransi PT.Takaful Keluarga premi adalah hal yang
terpenting dalam mengikuti asuransi. Dimana premi merupakan
kewajiban yang harus dibayarkan peserta kepada perusahaan sesuai
dengan akad yang digunakan dan melalui kesepakatan. Premi harus
dibayarkan sesuai yang tercantum dalam ikhtisar polis asuransi yang
disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi. Dari pembayaran
premi tersebut peserta dapat mendapatkan manfaat dari premi. Karena
jika peserta mengalami resiko, maka perusahaan akan memberikan

klaim sesuai dengan besaran premi yang telah dibayarkan oleh peserta
kepada pesrusahaan. **

17 Fatwa DSN Nomor 21/ DSN-MUI/ X/ 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
18 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
9 Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 20 Mei 2017).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui kalau premi
merupakan unsur pokok dan wajib dibayarkan peserta asuransi kepada
perusahaan saat mengikuti asuransi. Karena premi adalah dana yang
dibayarkan peserta, dan dana tersebut bermaanfaat untuk peserta ketika
terjadi resiko atau klaim dikemudian hari. Dalam praktik yang terjadi di
PT. Takaful Keluarga tetah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor
21/DSN-MUI/X/2001 berkaitan tentang ketentuan premi.

b. Ketentuan tentang akad dalam Asuransi (Akad Tijarah adalah
mudharabah, sedangkan akad Tabarru’ adalah hibah.*?
Hasil Wawancara dengan Manager dan peserta asuransi :

“Akad di dalam asuransi PT. Takaful Keluarga ada 2 mbak, yaitu akad
tabarru’ dan mudharabah.Ketentuan akad tabarru’ seperti ini mbak
akad tabarru’ tidak mengandng unsur tabungan atau investasi. Akad
tabarru’ benar-benar murni akad yang dipergunakan untuk saling
tolong-menolong sesame peserta asuransi atau disebut akad untuk
kebaikan, jadi peserta ridha dan suka rela saling membantu peserta lain.
Selanjutnya akad mudharabah dimana akad ini mengandung unsur
tabungan atau investasi, jadi peserta dapat mengambil premi yang telah
di bayarkan kepada perusahaan’.

Selanjutnya hasil wawancara dengan peserta asuransi tentang akad
yang digunakan dalam mengikuti asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota
Malang:

“Akad yang saya gunakan dalam asuransi adalah akad tabungan mbak,
jadi saya bisa mengambil dana yang telah saya bayarkan untuk jaminan
hari kedepan. Karena, saya mengambil produk jaminan pensiun. Saya
mengambil akad ini untuk berjaga-jaga di hari tua nanti mbak. Dan saya
percaya di asuransi PT. Takaful tidak mengandung unsur ghrar, riba
dan tidak mempunyai royal tinggi dalam pengembalian dana yang telah
bayarkan. Karena akadnya yang menggunakan prinsip syariah semoga

2% Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
12! Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang , 20 Mei 2017).
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memberikan manfaat yang baik ntuk saya agar terhindar dari riba
mbak”. Kalau akad tabarru’ saya tidak menggunakannya mbak, yang
saya ketahui dari akad tabarru’ untuk tolong-menolong gitu aja mbak.

Jadi kita tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang kita

122
bayarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
peserta bebas memilih akad yang akan digunakan. yaitu akad tijarah
(mudharabah) dengan sistem bagi hasil atau memilih akad tabarru’
dengan sistem saling tolong menolong atau membantu peserta lainnya.
Dalam artian sistem bagi hasil itu adalah hak yang dimiliki penuh oleh
peserta, sedangkan sistem hibah atau saling tolong menolong adalah dana
suka rela. Dari hasil wawancara tersebut dan analisa terkait akad yang
digunakan di PT. Takaful Keluarga sudah menerapkan akad mudharabah
dan tabarru’ yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor
21/DSN-MUI/X/2001.

c. Ketentuan tentang kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan
tabarru™®

Dari hasil wawancara dengan manager asuransi PT. Takafu
Keluaraga Kota Malang:
“Dalam akad tijarah, perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga
bertindak sebagai pengelola dana peserta yang mengikuti asuransi, yang
kemudian dana tersebut adalah milik dari peserta dan sistemnya bagi
hasil. Pengelolaan ini dengan cara dana di investasikan ke dalam saham
syariah dan investasi yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI yang

terhindar dari unsur riba, gharar, maisyir dan haram. Sedangkan dalam
akad tabarru’ , peserta menghibahkan dana tersebut kepada perusahaan

22 Maharani, Wawancara, (Malang, 19Mei 2017).
12 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
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untuk mengelolanya dan digunakan sebagai dana tolong menolong untuk
membatu peserta lainnya yang mengalami suatu musibah.*?*

Berdasarkan  hasil wawancara tersebut peneliti  dapat
menyimpulkan kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai badan
yang mengelola dana dari peserta asuransi. Pengelolaan dana tijarah
tersebut diinvestasikan ke dalam saham syariah yang aman dan terhindar
dari unsur yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu unsur riba, gharar,
maisyir, dan haram. Ketika dana peserta asuransi tersebut dikelola oleh
perusahaan maka peserta mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut
sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari unsur riba. Sedangkan
kedudukan perusahaan asuransi dengan akad tabarru’ adalah sebagai
penerima amanah untuk mengelola dana tabarru’ yang digunakan untuk
keperluan saling membantu dan kebaikan seluruh peserta asuransi.
Ketentuan tentang Premi*®

Hasil wawancara dengan manager asuransi PT. Takaful Keluarga

Kota Malang:
“Besaran premi dapat ditentukan oleh peserta, tetapi perusahaan
asuransi PT.Takaful Keluarga memberikan batasan minimal tentang
pembayaran premi. Batas minimal membayar premi adalah 300.000,.
(tiga ratus ribu rupiah). Premi dengan akad mudharabah dapat
diinvestasikan dan menggunakan prinsip bagi hasil atas dana tersebut.
Sedangkan premi dengan akad tabarru’ digunakan untuk saling
menolong peserta lainnya, dan peserta tidak bisa mengambil dan premi
yang telah dibayarkan.*®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui

bagaimana pembayaran premi di asuransi syariah. Dalam praktinya premi

124

Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).

125 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
126 Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang 10 Mei 2017).
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merupakan unsur yang terpenting dan kewajiban peserta asuransi dalam
mengikuti asuransi. Dari hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa
premi yang berasal dari jenis akad mudharabah (tijarah) dapat
diinvestasikan dan menggunakan prinsip bagi hasil dalam
pengelolaannya. Sedangkan premi dari jenis akad tabarru’ atau dana
yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tidak dapat
diambil, karena akad tabarru’ merupakan murni akad sukarela dan ridha
untuk membantu peserta lainnya.
e. Ketentuan tentang Klaim**’

Hasil wawancara dengan staf administrasi terkait dengan klaim
asuransi:
“Peserta dapat mengajukan klaim apabila status polis peserta aktif atau
dalam artian peserta tetap berjalan membayarkan premi sesuai dengan
ketentuan yang telah diperjanjikandi dalam polis. Ketika status polis
asuransi peserta diberhentikan, maka peserta ditak dapat mengajukan
klaim kepada pesrusahaan. Peserta dapat mengajukan klaim apabila
premi yang menunggak telah dibayarkan dan status polis peserta aktif
kembali. Klaim asuransi diberikan kepada peserta asuransi berdasarkan
besaran premi yang telah dibayarkan peserta kepada peusahaan dan
berdasarkan jenis akad yang dipilih oleh peserta. Jika akad yang
digunakan peserta adalah akad mudharabah maka klaim sepenuhnya
adalah milik dari peserta yang wajib diberikan perusahaan kepada
peserta. Sedangkan klaim aasuransi dengan akad tabarru’ perusahaan
hanya memebrikan klaim dengan besaran dana tabarru’ yang disepakati
di dalam polis dan akad”. -

Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa syarat
pengajuan klaim adalah status polis peserta harus aktif dan perusahaan

akan memberikan klaim kepada peserta sesuai dengan jenis akad yang

*” Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
128 Mira, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).
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digunakan dan sesuai dengan besaran premi yang telah dibayarkan
peserta kepada perusahaan. Dan ketika status polis peserta diberhentikan
maka peserta tidak dapat mengajukan klaim kepada perusahaan.
Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis
dan mengaitkan penghentian polis terhadap peserta asuransi dengan
ketentuan premi dan klaim yang telah ditetapkan oleh fatwa Nomor
21/DSN-MUI/X/2001. Ketika penghentian polis asuransi terhadap
peserta yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yatu PT. Takaful
Keluarga. Karena, alasan penghentian polis tersebut disebabkan peserta
tidak membayarkan premi asuransi yang telah disepakati. Diketahui
bahwa premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan peserta atau
tertanggung pada saat mengikuti asuransi. Jika peserta tidak
membayarkan premi maka perusahaan asuransi otomatis akan
memberikan batasan waktu untuk melunasi pembayaran premi, pada saat
peserta tidak memiliki iktikad baik untuk membayarkan premi yang
menunggak, maka perusahaan berhak menon-aktifkan polis perusahaan.
Kemudian soal pengembalian premi yang telah dibayarkan, perusahaan
asuransi PT. Takaful Keluarga memberikan pengembalian dana dengan
melihat jenis akad yang digunakan yaitu, jika peserta menggunakan akad
mudharabah maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta dengan
mengurangi untuk keperluaan dana perusahaan dan dikurangi dana
tabarru’ yang tetap berjalan ketika peserta tidak membayarkan premi.

Sedangkan jika peserta menggunakan akad hibah maka, peserta tidak
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berhak menerima pengembalian dana yang telah dibayarkan, karena dana
hibah merupakan keperluan dana saling tolong-menolong dan dana untuk
kebajikan sesame peserta. Dari penjelasan di atas maka penghentian polis
asuransi terhadap nasabah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
PT.Takaful Keluarga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor
21/DSN-MUI/X/2001.

Dalam praktiknya PT. Takaful Keluarga menerapkan konsep dasar
asuransi syariah, yaitu Al-agilah yang artinya saling memikul atau
bertanggung jawab untuk sesama peserta lainnya. Hal ini diketahui
dengan dana tabarru’ yang digunakan peserta saling menaggung atau
saling membantu atara peserta satu dengan peserta lainnya.**°

Selain itu penghentian polis asuransi terhadap nasabah yang
dilakukan perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga sesuai dengan

Firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 29:*%

Sl 185 (gt 08T 14Tl 1 g

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

129
130

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). h. 82.
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah, h. 83.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Praktik penghentian polis terhadap peserta di asuransi PT. Takaful
Keluarga Kota Malang dilakukan oleh perusahaan ketika peserta tidak
membayarkan premi yang telah disepakati pada waktu yang telah
ditentukan. Perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga tidak langsung
menghentikan atau menonaktifkan polis asuransi peserta, dimana
perusahaan memberikan peserta waktu atau batasan waktu selama 6
(enam) bulan untuk membayarkan premi yang menunggak. Jika dalam
batas waktu yang diberikan perusahaan, peserta tidak membayarkan premi
tersebut. Maka perusahaan akan menghentikan polis asuransi peserta.
Ketika polis asuransi peserta diberhentikan maka peserta tidak bisa
melakukan klaim apapun. Jika ingin melakukan klaim, peserta harus
melunasi premi yang belum dibayarkan. Untuk pengembalian dana atau
premi yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan. Dana yang
telah dibayarkan peserta kepada perusahaan akan dikembalikan jika dana
tabungan peserta masih ada setelah dikurangi untuk biaya operasional
perusahaan dan dana tabarru’. Apabila dana tabungan peserta tidak
mencukupi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan dana

tabarru’, maka peserta tidak akan mendapatkan pengembalian.
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2. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga
Kota Malang perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal
27, masih ada poin yang belum terimplementasikan yaitu dalam hal terjadi
penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki
unsur tabungan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau
konstribusi  paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara
proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah
dikurangi premi atau konstribusi yang telah dibayarkan kepada
perusahaan. Ketentuan di atas yang berada di dalam peraturan otoritas jasa
keuangan nomor 23/POJK.05/2015 pasal 27 jelas berbeda dengan fatwa
DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Dimana ketentuan di dalam
fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum
asuransi syariah dana dengan akad hibah diperuntukkan untuk saling
menolong antara peserta satu dengan yang lain, tidak untuk dikembalikan
kepada peserta.

3. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga
Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah yang tidak secara detail atau eksplisit
mengatur tentang penghentian pertanggungan atau penghentian polis
asuransi. Tetapi dari ketentuan premi dan akad di dalam fatwa dapat
dikaitkan dengan penghentian polis asuransi. Secara praktik penghentian
polis asuransi di PT. Takaful Keluarga sudah menerapkan ketentuan dari

segi akad dan kewajiban peserta dalam membayarkan premi. Jika tidak
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membayarkan premi maka perusahaan berhak menghentikan polis asuransi
peserta dan mngembalikan dana yang telah dibayarkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari perusahaan tentang penghentian polis
asuransi terhadap peserta asuransi, agar bisa memberikan pemahaman
dan penjelasan dari perusahaan agar peserta tidak sampai mengalami
penghentian polis asuransi.

2. Perlu adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengawasi praktik di lapangan agar ketentuan-ketentuan di dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan benar-benar diterapkan di
PT.Takaful Keluarga.

3. PT. Takaful Keluarga Kota Malang supaya lebih meningkatkan dan
menerapkan prinsip-prinsip asuransi syariah yang telah ditetapkan oleh
Fatwa Dewan Syariah Nasional agar bisa terhindar dari unsur gharar,
masyir, dan riba dan supaya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan
ketentuan khusus atau Fatwa DSN-MUI tentang penghentian polis
terhadap peserta secara detail untuk menjadi pedoman dalam asuransi

syariah.
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Hasil wawancara dengan Imama Zuchroh, manager asuransi PT. Takaful
Keluarga Kota Malang

Hasil wawancara dengan Maharani, peserta asuransi yang polisnya aktif di
PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Mira, bagian administrasi dan staff di PT. Takaful
Keluarga Kota Malang.

Hasil wawncara dengan Tatik Lathifah, peserta asuransi yang polisnya di
non-aktifkan di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Yayuk Murtiningsih, peserta asuransi yang polisnya

aktif di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.
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PEDOMAN WAWANCARA

PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA

PERSPEKTIF PERATURAN OJK NO 23/POJK.05/2015 DAN FATWA

DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001

(Studi di Takaful Keluarga Kota Malang)

A. Pihak Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

1.

2.

<.

10.

Ada berapa jumlah peserta di PT. Takaful Keluarga?

Apa saja produk asuransi yang ditawarkan PT. Takaful Keluarga?
Bagaimana prosedur pengajuan asuransi di PT. Takaful Keluarga?

Ada berapa akad yang digunakan dalam pengajuan asuransi di PT. Takaful
Keluarga?

Apakah di dalam akad dan polis disebutkan hak dan kewajiban peserta dan
perusahaan asuransi?

Bagaimana cara perhitungan akad tabarru’ dan mudharabah?

Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi yang diajukan peserta?

Bagaimana syarat dan prosedur pengajuan klaim yang dapat diajukan oleh
peserta?

Bagaimana asuransinya jika masa perjanjian dalam pembayaran premi
belum selesai tetapi peserta tidak membayarkannya?

Bagaimana asuransinya jika masa perjanjian asuransi telah berakhir tetapi

peserta tidak mengalami apa-apa (musibah)?



11. Bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta oleh PT.

Takaful Keluarga?

12. Bagaimana perhitungan pengembalian premi asuransi ( produk asuransi

unsur tabungan dan non unsur tabungan jika terjadi penghentian

pertanggungan ?

13. Faktor apa saja yang mempengaruhi penghentian polis asuransi terhadap

peserta oleh PT. Takaful Keluarga?

14. Bagaimana upaya mengatasi penghentian polis asuransi yang dilakukan

PT. Takaful keluarga terhadap peserta?

15. Sanksi apa yang diberikan perusahaan kepada peserta ketika peserta tidak

membayarkan premi sesuai waktu yang disepakati?

B. Peserta Asuransi PT Takaful Keluarga Kota Malang

[EEY

. produk apa asuransi yang diambil oleh peserta?

. Kapan peserta mulai mengajukan asuransi dan untuk keperluan apa?

. Berapa lama masa asuransi yang diajukan oleh peserta?

Bagaimana akad yang digunakan antara peserta dengan PT Takaful
Keluarga?

. Bagaimana pembayaran premi peserta pada PT Takaful Keluarga?

. Apakah peserta mengetahui pengelolaan dana asuransi pada PT Takaful

Keluarga?



7. Apakah peserta mengetahui bagaimana dana asuransi yang telah
dibayarkan setelah penghentian polis asuransi yang dilakukan PT Takaful

Keluarga?

FOTO-FOTO



Foto bersama Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com (Manager) dan Staff

Administrasi Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Foto bersama Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.com (Manager) Asuransi Takaful

Keluarga Kota Malang saat wawancara.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Foto Staff Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.




Foto Staff Administrasi Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Foto bersama Ibu Maharani sebagai Nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota

Malang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Daftar Nama Peserta Aktif Asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Daftar Nama Peserta Aktif Asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
HISTORY TRANSAKSI TABUNGAN

Nomor Polis : 05201100009028
Nama Pemegang Polis TATIK LATHIFAH
Mata Uang : Rupiah

Masa Kontrak
Tgl. Transaksi

:10-01-2011 s/d 09-01-2023

Halaman :1

No. | Tanggal Tgl. Jatuh ] Nomor
Urut| Transaksi Tempo Refer. Keterangan Jumlah Transaksi| D/C Jumlah Saldo

11} 10-01-2011 10-01-2011}01 Budni wngh.Ke-1 Thn.Ke-1 200,000.0¢ C 200,0@0080
2| 10-01-2011 10-01-2011101 Tbr. Angs.Ke-1 Thn.Ke-1 12,100.00 D 187,900.00
3| 10-01-2011 10-01-201101 Ujroh Angs.Ke-1 Thn.Ke-1 150,000.0¢ D 37.900.00
4| 14-02-2011 10-02-2011f1101036697 Premi Angs.Ke-2 Thn. Ke-1 200,000.00 C 237,900.00
5| 14-02-201} 10-02-2011|1101036697 Tabarru Ke-2 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 225,800.00
6| 14-02-2011 10-02-2011|1101036697 Ujroh Ke-2 Thn. Ke-1 150,£00.00 D 75,800.00
7| 11-03-2011 10-03-2011|110133669% Premi Angs.Ke-3 Thn. Ke-1 200,000.00 C 275,800.00
8| 11-03-20171 10-03-2011{110133669§ Tabarru Ke-3 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 263,700.00
9] 11-03-201] 10-03-2011}1101336698 Ujroh Ke-3 Thn. Ke-1 150,000.0¢ D 113,700.00,
10 12-04-2011 10-04-2011{1101636699 Premi Angs.Ke-4 Thn. Ke-1 200,000.0¢ C 313,700.00
11| 12-04-201} 10-04-2011{1101636699 Tabarru Ke-4 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 301,600.00
[} [2-04-201f [0-04-201I[[I0163669¢ UJroh Ke-4 Thn. Ke-[ 150,000.09 D 151,600.00
13 10-05-201} 10-05-2011{110143670¢Premi Angs.Ke-5 Thn. Ke-1 200,000.04 C 351,600.00
14 10-05-2011 10-05-2011/110143670( Tabarru Ke-5 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 339,500.00
13 10-05-2011 10-05-2011)1101436704 Ujroh Ke-5 Thn. Ke-1 150,0006¢ D 189,500.60
16 21-06-2011 10-06-2011{110143670] Premi Angs.Ke-6 Thn. Ke-1 200,000.00 C 389,500.00
17] 21-06-201) 10-06-2011{110143670] Tabarru Ke-6 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 377,400.00
18 21-06-201} 10-06-2011}1101436701 Ujroh Ke-6 Thn. Ke-1 150.000.0¢ D 227.,400.00
19 18-07-2011 10-07-2011{1101736702 Premi Angs.Ke-7 Thn. Ke-1 200,000.0¢ C 427.,400.00
20 18-07-2011 10-07-2011{1101736702 Tabarru Ke-7 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 415,300.00
21| 18-07-2011 10-07-2011{1101736702 Ujroh Ke-7 Thn. Ke-1 150,000.0¢ D 265,300.00
22| 13-08-201] 10-08-2011]1101036703 Premi Angs.Ke-8 Thn. Ke-1 200,000.0¢ C 465,300.00
23 13-08-201] 10-08-2011{1101036703 Tabarru Ke-8 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 453,200.00
24 13-08-2011 10-08-2011}1101036703 Ujroh Ke-8 Thn. Ke-1 150,000.0¢ D 303,200.00
25 22-09-201§ 10-09-2011{1101336704 Premi Angs.Ke-9 Thn. Ke-1 200,000.0¢ C 503,200.00
26 22-09-201} 10-09-2011{1101336704 Tabarru Ke-9 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 491,100.00
27| 22-09-201F 10-09-2011|1101336704 Ujroh Ke-9 Thn. Ke-1 150,000.04 D 341,100.00
2§ 24-10-201] 10-10-2011{1101636703 Premi Angs.Ke-10 Thn. Ke-1 200,000.0¢ C 541,100.00
29 24-10-201] 10-10-2011{1101636703 Tabarru Ke-10 Thn. Ke-1 12,100.0¢ D 529,000.00
30| 24-10-201] 10-10-2011}110163670% Ujroh Ke-10 Thn. Ke-1 150,000.00 D 379,000.00
31 30-11-2014 10-11-2011{110193670¢ Premi Angs.Ke-11 Thn. Ke-1 2R U T $79,000.00!
32 30-11-201§ 10-11-2011{110193670¢ Tabarru Ke-11 Thn. Ke-1 12,100.04¢ D 566,900.00
33 30-11-201} 10-11-2011§110193670¢ Ujroh Ke-11 Thn. Ke-1 150,000.0¢ D 416,900.00
34 31-12-2011 31-12-2011{BH2011 |Bagihasil Tahun 2011 12,864.51 C 429,764.51
35 02-01-2013 10-12-2011{1101236707 Premi Angs.Ke-12 Thn. Ke-1 200,000.00 C 629,764.51
3¢ 02-01-201% 10-12-2011{1101236707 Tabarru Ke-12 Thn. Ke-1 12,100.04¢ D 617,664.51
37 02-01-2013 10-12-2011§1101236707 Ujroh Ke-12 Thn. Ke-1 150,000.0¢ D 467,664.51
38 02-02-2013 10-01-2012{110153670§ Premi Angs.Ke-13 Thn. Ke-2 200,000.0¢ C 667,664.51
39 02-02-2013 10-01-2012)1101536708 Tabarru Ke-13 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 655,564.51
40| 28-02-2013 10-02-2012{1101836709Premi Angs.Ke-14 Thn. Ke-2 200,000.04 C 855,564.51
41( 28-02-2013 10-02-2012{1101836709 Tabarru Ke-14 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 843,464.51
42 28-03-2013 10-03-2012{110133671¢Premi Angs.Ke-15 Thn. Ke-2 200,000.0¢ C 1,043,464.51
43( 28-03-2013 10-03-2012{110133671¢ Tabarru Ke-15 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 1,031,364.51
44 30-04-2013 10-04-2012110133671§Premi Angs.Ke-16 Thn. Ke-2 200,000.0§ T 1,231,364.51
45 30-04-2013 10-04-2012110133671] Tabarru Ke-16 Thn. Ke-2 12,100.04 D 1,219,264.51

Tanggal/Jam Cetak : 28-02-2017 14:12:41  ID Cetak

: SURIP2

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Halaman 2
No. | Tanggal | Tgl. Jatuh | Nomor
Urut| Transaksi Tempo Refer. Keterangan Jumlah Transaksij D/C Jumlah Saldo
46 01-06-2012 10-05-201211101636711 Beddc wmak Ke-17 Thn. Ke-2 200,000.00 C 1.419.264.51]
47 01-06-2013 10-05-2012{1101636712 Tabarru Ke-17 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 1,407,164.51]
48 04-07-2013 10-06-2012{1101936713Premi Angs.Ke-18 Thn. Ke-2 200,000.0¢ C 1,607,164.51
49 04-07-2012 10-06-2012|1101936713 Tabarru Ke-18 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 1,595,064.51]
500 09-08-2012 10-07-2012{1101236714Premi Angs.Ke-19 Thn. Ke-2 200,000.0¢ C 1,795,064.51
51| 09-08-2012 10-07-2012{1101236714 Tabarru Ke-19 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 1,782,964.51
521 27-08-2013 10-08-2012110153671FPremi Angs.Ke-20 Thn. Ke-2 200,000.00 C 1,982,964.51
53 27-08-2013 10-08-2012}1101536714 Tabarru Ke-20 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 1,970,864.51
54 25-09-2017 10-09-2012{110183671¢Premi Angs.Ke-21 Thn. Ke-2 200,000.0¢ C 2,170,864.51
53 23-09-2013 10-09-201211101336719 T abarru Ke-21 Thn. Ke-2 1Z vy o 2,158, T64.31
56 29-10-20123 10-10-2012|{1101136717Premi Angs.Ke-22 Thn. Ke-2 200,000.00 C 2,358,764.51
57 29-10-2013 10-10-2012|1101136717 Tabarru Ke-22 Thn. Ke-2 12,100.0¢ D 2,346,664.51]
AF HL-12-2008 10-1 L2000 LINARETIR Peami, Angs K e-22 Thn Ke? 200000 C 2,546,664 51
59 01-12-2013 10-11-2012{110143671§ Tabarru Ke-23 Thn. Ke-2 12,,100.0¢ D 2,534,564.51
60 26-12-2013 10-12-2012{1101736719Premi Angs.Ke-24 Thn. Ke-2 200,,000.00 C 2,734,564.51
61 26-12-2012 10-12-2012(1101736719 Tabarru Ke-24 Thn. Ke-2 12..100.00 D 2.722.464.5
62 31-12-2012 31-12-2012{BH2012  |Bagihasil Tahun 2012 88,545.83 C 2,811,010.33]
63 29-01-2013 10-01-2013]110193672¢Premi Angs.Ke-25 Thn. Ke-3 200,000.00 C 3,011,010.33,
64 29-01-2013 10-01-2013]110193672(¢ Tabarru Ke-25 Thn. Ke-3 12,100.0¢ D 2,998,910.33
65 27-02-2013 10-02-2013{110123672] Premi Angs.Ke-26 Thn. Ke-3 2001,000.00 C 3,198,910.33]
66 27-02-2013 10-02-2013}110123672] Tabarru Ke-26 Thn. Ke-3 12,100.00 D 3,186,810.33
67 10-04-2013 10-03-2013|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-27 Thn.Ke-3 12,100.0¢ D 3,174,710.33)
6§ 27-04-2013 10-03-2013]1101536722Premi Angs.Ke-27 Thn. Ke-3 200,000.0¢ C 3,374,710.33]
69 11-05-2013 10-04-2013|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-28 Thn.Ke-3 12,100.00 D 3,362,610.33
700 10-06-2013 10-05-2013{SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-29 Thn.Ke-3 12,100.0¢ D 3,350,510.33
[I-07-20T [0-05-20 T3S Y STEM® | (Br.or. Angs.Ke-3\ [Tin.Ke-3 121 D 3,338,410.33]
31-07-2013 10-04-2013|1101836723 Premi Angs.Ke-28 Thn. Ke-3 200.,000.00 C 3,538,410.33]
10-08-2013 10-07-2013|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-31 Thn.Ke-3 12,100.0¢ D 3.526,310.33
10-00-2013 10-Q0R-201USYSTEM | Thy Of. AngsKe-32 Tha Ke-3 12,100 D RASI42103
11-10-2013 10-09-2013|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-33 Thn.Ke-3 12,100.04¢ D 3,502,110.33]
10-11-2013 10-10-2013]SYSTEM |Tbr.Ot. Angs.Ke-34 Thn.Ke-3 12,100.0¢ D 3,490,010.33}
12-11-201J 10-05-2013]1101136724 Premi Angs.Ke-29 Thn. Ke-3 200.000.00 C 3,690,010.33}
12-11-2013 10-06-2013{1101436723 Premi Angs.Ke-30 Thn. Ke-3 200..000.00 C 3,890,010.33
12-11-2013 10-07-2013|110173672¢ Premi Angs.Ke-31 Thn. Ke-3 200.,000.00 C 4,090,010.3.
12-11-2013 10-08-2013|1101036727 Premi Angs.Ke-32 Thn. Ke-3 200.,000.00 C 4,290,010.33
12-11-2013 10-09-2013]}110133672§ Premi Angs.Ke-33 Thn. Ke-3 ' 200,000.00 C 4,490,010.33
11-12-2013 10-11-2013|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-35 Thn.Ke-3 12,100.0¢ D 4,477,910.33)
31-12-2013 31-12-2013|BH2013  [Bagihasil Tahun 2013 213,498.8¢ C 4,691,409.13]
10-01-2014 10-12-2013|]SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-36 Thn.Ke-3 12.100.00 D 4,679,309.13
10-02-2014 10-01-2014{SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-37 Thn.Ke-4 12.100.0¢ D 4,667,209.13
25-02-2014 10-10-2013]{1101636729Premi Angs.Ke-34 Thn. Ke-3 200.000.0¢ C 4,867,209.13
25-02-2014 10-11-2013}110183673¢Premi Angs.Ke-35 Thn. Ke-3 200,000.0§ C 5,067,269.1
25-02-2014 10-12-2013/110113673} Premi Angs.Ke-36 Thn. Ke-3 200,000.00 C 5,267,209.13,
25-02-2014 10-01-2014{1101436732Premi Angs.Ke-37 Thn. Ke-4 200,000.00 C 5,467,209.13
25-02-2014 10-02-20) 401101736733 Premi Angs.Ke-38 Tha. Ke-4 200,00 M C 5,667,209.1
25-02-2014 10-02-2014|1101736733 Tabarru Ke-38 Thn. Ke-4 12,100.0¢ D 5,655,109.13
10-04-2014 10-03-2014/|SYSTEM [ Tbr.Ot. Angs.Ke-39 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5,643,009.13]
11-05-2014 10-04-2014[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-40 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5.630.909.13
10-06-2014 10-05-2014|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-41 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5,618,809.13}
11-07-2014 10-06-2014|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-42 Thn.Ke-4 12,100.0§ D 5,606,709.13}
10-08-2014 10-07-2014{SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-43 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5,594,609.13]
D

10-09-2014 10-08-2014|SYSTEM

Tbr.Ot. Angs.Ke-44 Thn.Ke-4
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Halaman 3

Tanggal | Tgl. Jatuh | Nomor

Transaksi Tempo Refer. Keterangan Jumlah Transaksi| D/C Jumlah Saldo
11-10-2014 10-09-2014|SYSTEM | Sbhiotawalos Ke-45 Thn Ke-4 12,100.00 D 5,570,409.13
10-11-2014 10-10-2014|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-46 Thn.Ke-4 12,100.00 D 5,558,309.13}
11-12-2014 10-11-2014|SYSTEM |Tbr.Ot. Angs.Ke-47 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5,546,209.13}
31-12-2014 31-12-2014|/BH2014 [ Bagihasil Tahun 2014 280,028.71 C 5,826,237.8
10-01-201§ 10-12-2014{SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-48 Thn.Ke-4 12,100.0¢ D 5.814,137.8
10-02-2013 10-01-2015|SYSTEM [ Tbr.Ot. Angs.Ke-49 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,802,037.8:
13-03-201§ 10-02-2015|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-50 Thn.Ke-5 12,100.00 D 5,789,937.8
10-04-2014 10-03-2015|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-51 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,777,8317.
11-05-2013 10-04-2015|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-52 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,765,737.8
10-06-2013 10-05-2015SYSTEM | Tbr.On Angs.Ke-33 ThnXe-3 121U By 3,783,637
11-07-2013 10-06-2015|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-54 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,741,537.8
10-08-2013 10-07-2015(SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-55 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,729,437.8
10-09-2013 10-08-2015(SYSTEM [ Thr.O¢ Angs.Ke-56 ThanKe-5 12,000 D 5,717,337,
11-10-2013 10-09-2015[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-57 Thn.Ke-5 12,100.00 D 5,705,237.8:
10-11-201§ 10-10-2015|SYSTEM |Tbr.Ot. Angs.Ke-58 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,693,137.8
11-12-201% 10-11-2015[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-59 Thn.Ke-5 12.100.00 D 5.681,037.8:
31-12-2013 31-12-2015|BH2015 | Bagihasil Tahun 2015 241,545.58 C 5,922,583 .4:
10-01-201¢ 10-12-2015|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-60 Thn.Ke-5 12,100.0¢ D 5,910,483 .4;
10-02-201¢ 10-01-2016/|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-61 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,898,383.4
12-03-201¢ 10-02-2016{SYSTEM |Tbr.Ot. Angs.Ke-62 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,886,283.4:
10-04-201¢ 10-03-2016/SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-63 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,874,183 .4
11-05-201¢ 10-04-2016/SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-64 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,862,083.4;
10-06-201¢ 10-05-2016|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-65 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,849,983 .4
11-07-201¢ 10-06-2016{SYSTEM |Tbr.Ot. Angs.Ke-66 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,837,883.4
10-08-201¢ 10-07-2016[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-67 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,825,783.4
10-09-201¢ 10-G8-20i6[SYSTEM [ Tor.Ot. Angs.Ke-68 Thn.Ke-§ 120G D 5,813,683 .4
11-10-2014 10-09-2016[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-69 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5.801,583.4;
10-11-201¢ 10-10-2016[SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-70 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,789,483 .4
11-12-2014 10-11-2016|SYSTEM | Thr.Ot. Angs.Ke-71 Tha Ke-6 120000 D 5,777,383.42
10-01-2017 10-12-2016/SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-72 Thn.Ke-6 12,100.0¢ D 5,765,283 .4
10-02-2017 10-01-2017|SYSTEM | Tbr.Ot. Angs.Ke-73 Thn.Ke-7 12,100.0¢ D 5,753,183.4:
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